





PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS PEREDARAN 






























PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS PEREDARAN 




B 111 08 298 
 
 
Diajukan Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi 
Sarjana pada Program Kekhususan Hukum Keperdataan  















Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa : 
Nama : Satriana 
NIM : B11108298 
Bagian : Hukum Keperdataan 
Judul  : Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Peredaran 
Daging Ayam Di Pasar Tradisional. 
Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi. 
  
 











Pror. Dr. Nurhayati Abbas, S.H., M.H. 
NIP. 19450501 1964082 001 






Dr. Nurfaidah Said, S.H., M.H., M.si 







PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI 
Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa : 
Nama : Satriana 
NIM : B11108298 
Bagian : Hukum Keperdataan 
Judul  : Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Peredaran 
Daging Ayam Di Pasar Tradisional. 
 




 Makassar,18 Januari 2013 
 a.n. Dekan 
 Wakil Dekan Bidang Akademik, 
 
 
 Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H. 









 SATRIANA (B 111 08 298), “ Perlindungan Hukum Bagi Konsumen 
Atas Peredaran Daging Ayam Di Pasar Tradisional” di bawah bimbingan 
Nurhayati Abbas sebagai pembimbing I dan Nurfaidah Said sebagai 
pembimbing II. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi 
konsumen terhadap peredaran daging ayam di pasar tradisional  dan 
upaya yang dilakukan oleh Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan 
Kelautan (PKPK) Kota  Parepare dalam melindungi konsumen dari 
peredaran daging ayam yang tidak layak di pasar tradisional. Penelitian ini 
dilakukan di Upaya Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan 
(PKPK), Kementerian Agama Kota Parepare, Yayasan Lembaga 
Konsumen (YLK) Sulawesi Selatan, pedagang di pasar tradisional, dan 
konsumen. 
 Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara, 
yaitu pengumpulan data secara langsung melalui tanya jawab 
berdasarkan pertanyaan yang telah disiapkan dan pengumpulan data 
dengan teknik kuisioner, yaitu membagikan daftar pertanyaan kepada 50 
konsumen yang berhubungan dengan masalah penelitian. Teknik 
pengolahan data dengan menggunakan teknik analisis kualitatif kemudian 
dideskripsikan. 
 Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, dapat diketahui 
perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran daging ayam di 
pasar tradisional masih belum sesuai dengan apa yang diatur di dalam 
Undang-Undang Perlindungan Konsumen karena pengawasan yang 
dilakukan sejauh ini hanya pada produk dalam kemasan. Mengenai 
kehalalan daging ayam juga masih sulit untuk memberikan jaminan 
kepada masyarakat sebagai konsumen hal ini disebabkan salah satu 
syarat untuk menjadi daging halal, ternak harus dipotong dengan 
mengikuti syarat-syarat khusus agar kehalalan daging yang dihasilkannya 
dapat terjamin dan hal ini tidak dapat dibuktikan secara ilmiah. Upaya 
Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan (PKPK) Kota 
Parepare untuk melindungi masyarakat sebagai konsumen terhadap 
peredaran daging ayam yang tidak layak juga belum maksimal. Hal ini 
karena kendala belum adanya Rumah Potong Unggas (RPU) sehingga 
penyembelihan ayam selama ini belum terpusat pada satu tempat. Namun 
dengan adanya pengawasan terhadap lalu lintas unggas yang masuk ke 
Kota Parepare dan inspeksi dadakan yang dilakukan cukup mampu 





 Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat serta 
karunia kesehatan dan ilmu pengetahuan, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi ini. Salam dan shalawat semoga tetap tercurah 
kepada Rasulullah Shallalahu ‘Alaihi Wa’ali Wasalam, serta para sahabat 
yang senantiasa istiqamah di jalan-Nya. 
 Tidak ada kata yang dapat penulis ucapkan kecuali rasa syukur 
kepada Allah SWT, atas rahmat dan pertolongan-Nya sehingga penulis 
dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ”Perlindungan Hukum Bagi 
Konsumen Atas Peredaran Daging Ayam Di Pasar Tradisional”, yang 
disusun dan diajukan untuk menyelesaikan studi sarjanapada program 
kekhususan hukum keperdataan di Fakultas Hukum Universitas 
Hasanuddin. 
 Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini telah menyita banyak 
waktu, tenaga, dan pikiran serta materi dari semua pihak yang telah 
memberikan bimbingan dan bantuan kepada penulis. Sepenuh hati 
penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orangtuaku Ayahanda 
H. Latahang, S.Pd dan Ibunda Hj. Muliana, S.Pd atas perhatian, kasih 
sayang, motivasi serta doa yang tiada henti dipanjatkan demi keberhasilan 
penulis. Untuk Kakakku Mukhtar, S.Pd, adik-adikku Trismawati dan 
Mukhlis, serta segenap keluarga yang selalu memberikan semangat dan 
masukan kepada penulisselama menempuh pendidikan di Universitas 
vi 
 
Hasanuddin. Pada kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan terima 
kasih kepada: 
1. Prof. Dr. Dr. Idrus Paturusi, SPBO, selaku Rektor Universitas 
Hasanuddin (UNHAS), beserta staf. 
2. Prof. Aswanto, S.H., M.H., DFM, selaku Dekan Fakultas 
Hukum UNHAS, Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H., selaku 
Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum UNHAS,  
Dr. Anshory Ilyas, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Bidang 
Akademik Fakultas Hukum UNHAS, Romi Librayanto, S.H., 
M.H., selaku Wakil Dekan III Bidang Akademik Fakultas 
Hukum UNHAS. 
3. Prof. Dr. Nurhayati Abbas, S.H., M.H., selaku pembimbing I 
dan Dr.Nurfaidah Said, S.H., M.H., M.Si., selaku pembimbing 
II yang telah membimbing dan memberi masukan dalam 
penulisan skripsi ini sampai selesai. 
4. Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H., Dr. Oky Deviany, S.H., 
M.H., dan Sakka Pati, S.H., M.H., selaku penguji atas saran 
dan kritikan yang diberikan demi kesempurnaan skripsi ini. 
5. H. Muh. Ramli Rahim, S.H., M.H., selaku Penasehat 
Akademik penulis. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum 




6. Zulkifli Radhi, S.E beserta keluarga, dan buat Andri 
Nandakasih yang telah memberikan bantuan moril dan materi 
selama penulis menempuh pendidikan di Universitas 
Hasanuddin. 
7. Sahabat-sahabatku Hasriani Haleke, S. Kep., Haslina Ismail, 
A. Md. Keb., Syamsuryana Syamsuddin, A. Md. F., Netty 
Rahmi, S.H., Risky Utami, S.H., Mustainah, S.H., Ildiani, S.H., 
Herdianti, S.H., Karina Alifiana, S.H., Rini Indriani,S.Ip., 
Rizqah Arselinah,S.H., Romeldy Gozali,S.H., Putri 
Andikawardana,S.H., Selnia Bannesalu,S.H., Neni Riski 
Ramadhani,S.H., Pertiwi Srijayanti, S.H., Rikha Amelia Amir, 
dan seluruh teman-teman “Notaris” Angkatan 2008, serta 
seluruh teman-teman KKN MA Gel. II yang tidak dapat 
disebutkan satu persatu.  
8. Kepada seluruh pihak-pihak yang telah membantu dalam 
penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu 
persatu. 
 Penulis menyadari akan keterbatasan dan kekurangan sehingga 
skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis selalu 
menanti kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan 
skripsi ini. 
       Makassar, 18 Januari 2013  





HALAMAN JUDUL .............................................................................. i 
PENGESAHAN SKRIPSI .................................................................... ii 
PERSETUJUAN PEMBIMBING ......................................................... iii 
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI ............................... iv 
ABSTRAK ............................................................................................ v 
KATA PENGANTAR ........................................................................... vi 
DAFTAR ISI ......................................................................................... ix 
 
BAB I PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah .......................................................... 1 
B. Rumusan Masalah .................................................................... 7 
C. Tujuan Penelitian ...................................................................... 8 
D. Manfaat Penelitian .................................................................... 8 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
A. Perlindungan Konsumen 
1. Pengertian Perlindungan Konsumen .................................. 9 
2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen ........................ 11 
3. Konsumen ............................................................................. 15 
a. Pengertian Konsumen ..................................................... 15 
b. Hak dan Kewajiban Konsumen ....................................... 18 
4. Pelaku Usaha ....................................................................... 23 
a. Pengertian Pelaku Usaha ................................................ 23 
b. Hak dan Kewajiban pelaku Usaha .................................. 27 
c. Tanggung Jawab Pelaku Usaha ..................................... 30 




B. Daging Ayam 
1. Pengertian Daging......................................................... 35 
2. Ketentuan Hukum Produk Pangan Asal Hewan .......... 40 
BAB III METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian ...................................................................... 45 
B. Jenis dan Sumber Data ............................................................ 45 
C. Populasi dan Sampel ............................................................... 46 
D. Teknik Pengumpulan Data ....................................................... 46 
E. Analisis Data ............................................................................. 47 
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap  
Peredaran Daging Ayam di Pasar Tradisional ........................ 48 
B. Upaya Dinas Peternakan Kota Parepare dalam 
Melindungi Konsumen dari Peredaran Daging Ayam 
di Pasar Tradisional .................................................................. 71 
BAB V PENUTUP 
A. Kesimpulan ............................................................................... 79 
B. Saran ......................................................................................... 80 







A. Latar Belakang 
 Dalam kehidupan sehari-hari, pangan mempunyai peranan yang 
sangat penting bagi manusia. Peran pokok pangan adalah untuk 
mempertahankan kelangsungan hidup, melindungi dan menjaga 
kesehatan, serta berguna untuk mendapat energi yang cukup untuk 
bekerja secara produktif. Makanan dan minuman yang dikonsumsi 
manusia haruslah makanan dan minuman yang baik dan bermanfaat bagi 
tubuh, serta halal untuk dikonsumsi. 
 Kebutuhan pangan setiap orang berbeda-beda. Konsumsi pangan 
harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu. Faktor-
faktor yang harus diperhatikan untuk menentukan kebutuhan tubuh antara 
lain adalah: tahap-tahap perkembangan kehidupan (umur), jenis kegiatan 
yang dilakukan, tinggi dan berat badan, status kesehatan, keadaan 
fisiologis tertentu (misalnya hamil, menyusui), dan nilai gizi pangan yang 
dikonsumsi. Kaitan konsumsi pangan dengan kesehatan sangat erat dan 
sangat sulit untuk dipisahkan, karena konsumsi pangan yang keliru akan 
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mengakibatkan timbulnya gizi salah (malnutrisi), baik gizi kurang 
(defisiesi), maupun gizi lebih (over nutrition).1 
      Komposisi makanan yang dikonsumsi haruslah seimbang. Makanan 
yang sehat adalah makanan yang memiliki komposisi gizi yang lengkap 
yang terdiri dari karbohidrat, serat, protein, baik yang bersumber dari 
hewan maupun tumbuhan. Sumber protein hewani salah satunya adalah 
daging. Daging merupakan bahan makanan yang mengandung gizi tinggi 
yang baik untuk tubuh manusia, karena kandungan zat gizinya tersebut, 
daging juga merupakan media atau tempat yang sangat baik untuk 
pertumbuhan dan perkembangbiakan kuman-kuman, baik kuman yang 
dapat menyebabkan pembusukan daging ataupun kuman yang dapat 
menyebabkan gangguan bagi kesehatan manusia. Kuman-kuman pada 
daging tersebut dapat berasal dari hewan masih hidup (karena hewan 
hidup telah mengandung kuman) atau berasal dari pencemaran mulai 
hewan dipotong sampai saat daging siap dikonsumsi. Sumber 
pencemaran kuman-kuman tersebut antara lain hewan hidup, tangan 
manusia, insekta, air, peralatan dan udara.2 
  Beberapa hal penting yang perlu dikhawatirkan dalam produk asal 
hewan adalah adanya kontaminasi atau pencemaran mikroba, residu obat 
hewan seperti produk biologis, farmasetik serta premiks dan bahan kimia 
serta pemakaian bahan pengawet tertentu yang merugikan konsumen. 
                                                             
       
1
 Sagung Seto, Pangan dan Gizi Ilmu Teknologi dan Perdagangan, Bogor:Institute 
Pertanian Bogor, 2001 





Pemerintah melalui bidang kesehatan masyarakat veteriner sesuai 
kewenangannya telah mengatur pemakaian berbagai obat hewan dan 
menyiapkan produk asal hewan dan hasil olahannya yang layak untuk 
dikonsumsi manusia serta mengatur pengawasan dan pembinaannya 
sehingga tidak berdampak buruk bagi masyarakat sebagai konsumen. 
Penyediaan daging untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap 
protein hewani yang terus meningkat khususnya di pasar tradisional yang 
hingga saat ini belum banyak mendapat perhatian, sehingga aspek 
kualitas daging pada tahap ini cenderung terabaikan. Padahal situasi 
pasar tradisional dengan segala kegiatan dan kondisi lingkungannya justru 
memiliki potensi kontaminasi yang tinggi terhadap daging yang dijajakan.  
 Daging ayam merupakan sumber protein hewani yang relatif murah 
dibandingkan dengan sumber protein hewani lainnya seperti daging sapi, 
daging kerbau dan daging kambing, sehingga banyak dikonsumsi oleh 
masyarakat.3 Tingginya permintaan daging ayam yang berakibat harga 
jualpun tinggi, menciptakan ruang bagi  pedagang untuk meraih untung 
besar. Upaya ini sering diwarnai dengan perbuatan curang yang sengaja 
dilakukan pedagang, salah satunya menjual ayam mati kemarin atau 
ayam tiren. Minimnya sanksi terhadap oknum pedagang membuat 
penjualan ayam tiren tidak pernah surut. Razia pun gencar dilakukan 
sebab banyak daging ayam yang tidak layak konsumsi tetapi ternyata 
dijual di pasaran. Banyak pedagang menjual ayam tidak layak konsumsi, 
                                                             






busuk, ayam mati kemarin atau ayam tiren, hingga berpengawet. 
Peredaran ayam jenis ini meresahkan masyarakat.4 
 Padahal pemerintah telah menentukan bahwa setiap orang atau 
badan dilarang menjual daging yang tidak sehat.5 Daging yang layak 
dikonsumsi manusia harus memenuhi persyaratan aman, sehat, utuh dan 
halal (ASUH). Untuk memenuhi kriteria tersebut beberapa perlakuan 
disyaratkan baik untuk hewan hidup yang akan dipotong di rumah potong 
unggas (RPU), hewan perah maupun ayam petelur, penanganan daging, 
pengangkutan, tempat penjualan, dan pengawetan.6 
 Untuk menjamin produk asal hewan yang beredar di masyarakat telah 
memenuhi kriteria ASUH, baik pemerintah maupun pemerintah daerah 
harus ikut mengawasi dan mengontrol peredaran pangan asal hewan ini. 
Sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Peternakan dan  
Kesehatan Hewan bahwa dalam rangka menjamin produk hewan yang 
aman, sehat, utuh, dan halal, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai 
kewenangannya melaksanakan pengawasan, pemeriksaan, pengujian, 
standarisasi, sertifikasi, dan registrasi produk hewan.7 Pengawasan dan 
pemeriksaan produk hewan dilakukan mulai dari tempat produksi, pada 
waktu pemotongan, penampungan, dan pengumpulan, baik masih dalam 
                                                             
       
4
  http://news.mnctv.com 
       
5
 Pasal 4 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 Tentang Kesehatan 
Masyarakat Veteriner  
        6  6 http://mulyadiveterinary.wordpress.com/2011/05/22/92/ 
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kondisi segar, sebelum pengawetan, dan waktu pengedaran setelah 
pengawetan.8 
 Perlindungan kesehatan manusia dengan cara yang dapat 
dipertanggungjawabkan secara ilmiah, tentu mudah dapat diterima oleh 
para anggota namun diperlukan pula suatu tindakan perlindungan 
kesehatan (rohani) atau ketenteraman batin konsumen, yaitu masalah 
kehalalan. Menyangkut perlindungan konsumen terhadap produk pangan 
halal, dalam salah satu Surat Keputusan Menteri Pertanian juga 
menentukan bahwa pemasukan daging untuk konsumsi umum atau 
diperdagangkan harus berasal dari ternak yang pemotongannya dilakukan 
menurut syariat Islam dan dinyatakan dalam sertifikat halal.9 Selain itu, 
untuk menjamin ketenteraman batin masyarakat pemotongan hewan 
harus memperhatikan kaidah agama dan unsur kepercayaan yang dianut 
masyarakat.10  
 Masalah perlindungan konsumen terhadap produk yang halal juga 
diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan 
bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan 
barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara 
                                                             
          8 Pasal 58 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan 
Kesehatan Hewan 
         9 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Rajawali Pers, 
Jakarta, 2010, hlm. 79 
         
10




halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label.11 
Selain itu, dalam Peraturan Pemerintah Tentang Label dan Iklan Pangan 
menyatakan bahwa setiap orang yang memproduksi atau memasarkan 
pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan 
dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, 
bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib 
mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada label.12  
 Namun pada kenyataannya ketentuan peraturan perundang-
undangan yang mengatur sertifikasi dan tanda halal sampai saat ini belum 
menjangkau bahan baku, bahan tambahan, maupun bahan penolong 
dalam bentuk “bukan kemasan”, padahal bahan tersebut perlu kepastian 
halal karena akan menentukan kehalalan produk makanan yang 
dihasilkan13. 
 Permasalahan yang dihadapi konsumen tidak hanya sekedar 
bagaimana memilih barang, tetapi jauh lebih kompleks dari itu yaitu 
menyangkut kesadaran semua pihak, baik pengusaha, pemerintah 
maupun konsumen itu sendiri tentang pentingnya perlindungan 
konsumen. Berbagai aturan tentang pangan yang telah ada termasuk 
pangan asal hewan seperti daging ayam tidak lantas menjamin daging 
                                                             
       
11
 Pasal 8 huruf h Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 
Konsumen   
        
12
 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan iklan Pangan 
Pasal 10 ayat (1)  
       
13
 Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji 
Departemen Agama, Tanya jawab Seputar Produksi Halal, Jakarta: Departemen Agama, 
2003, hlm. 2-3. 
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ayam yang beredar di masyarakat aman, karena pada kenyataannya 
masih terdapat beberapa kasus peredaran daging yang tidak layak 
dikonsumsi seperti ayam berformalin, ayam glonggongan, atau ayam 
tiren. Pengawasan dari berbagai pihak serta pemberian sanksi yang tegas 
terhadap pelaku usaha yang berbuat curang diharapkan mampu 
meminimalisasi  kasus yang seperti ini. 
 Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk 
membahas masalah mengenai perlindungan konsumen atas peredaran 
daging ayam yang tidak layak di pasar tradisional. 
B. Rumusan Masalah 
       Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang 
dirumuskan sebagai berikut: 
1. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran 
daging ayam di pasar tradisional ditinjau dari Undang-Undang 
Perlindungan Konsumen? 
2. Bagaimana upaya Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan 
Kelautan (PKPK) Kota  Parepare dalam melindungi masyarakat 







C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen terhadap 
peredaran daging di pasar tradisional ditinjau dari Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 
2. Untuk mengetahui upaya Dinas Peternakan Kota Pare-Pare dalam 
melindungi masyarakat (konsumen) dari peredaran daging/hasil ternak 
yang tidak layak di pasar tradisional. 
 
D. Manfaat Penelitian 
 Manfaat dari penelitian ini adalah: 
1. Diharapkan dapat memberikan informasi bagi para konsumen agar 
lebih berhati-hati dalam memilih dan mengkonsumsi produk pangan 
asal hewan. 
2. Diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan 
ilmu pengetahuan, khususnya yang berhubungan dengan 







A. Perlindungan konsumen 
1. Pengertian Perlindungan Konsumen 
Pengertian perlindungan konsumen terdapat dalam Pasal 1 angka 1 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 
(selanjutnya disebut Undang-Undang Perlindungan Konsumen/UUPK), 
yaitusegala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk 
memberi perlindungan kepada konsumen 
       Rumusan pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam 
Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut cukup 
memadai. Kalimat yang menyatakan “segala upaya yang menjamin 
adanya kepastian hukum”, diharapkan sebagai benteng untuk 
meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha 
hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen.14 
 Kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen 
itu antara lain adalah denga meningkatkan harkat dan martabat konsumen 
serta membuka akses informasi tentang barang dan/atau jasa baginya, 
dan menumbuhkan sikap pelaku usaha yag jujur dan bertanggung 
jawab.15 
                                                             
14
 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, Rajawali Pers, 
Jakarta, 2010, hlm. 1 
15
 Adrian Sutedi, Tanggung Jawab Produk Dalam Perlindungan Konsumen, Ghalia 
Indonesia, Bogor, 2008, hlm. 9 
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       Tujuan yang ingin dicapai dalam perlindungan konsumen umumnya 
dapat dibagi dalam tiga bagian utama, yaitu:16 
a) Memberdayakan konsumen dalam memilih, menentukan barang 
dan/atau jasa kebutuhannya, dan menuntut hak-haknya (Pasal 3 
huruf c); 
b) Menciptakan sistem perlindungan konsumenyang memuat unsur-
unsur kepastian hukum, keterbukaan informasi, dan akses untuk 
mendapatkan informasi itu (Pasal 3 huruf d); 
c) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai perlindungan 
konsumen sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggung jawab 
(Pasal 3 huruf e). 
       Pada hakikatnya, perlindungan konsumen menyiratkan keberpihakan 
kepada kepentingan-kepentingan (hukum) konsumen. Adapun 
kepentingan konsumen menurut Resolusi  perserikatan bangsa-Bangsa 
Nomor 39/284 tentang Guidelines for Consumer Protection, sebagai 
berikut:17 
a. Perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan 
dan keamanannya; 
b. Promosi dan perlindungan kepentingan sosial ekonomi konsumen; 
c. Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk 
memberikan kemampuan mereka melakukan pilihan yang tepat 
sesuai kehendak dan kebutuhan pribadi; 
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d. Pendidikan konsumen; 
e. Tersedianya upaya ganti rugi yang efektif; 
f. Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen atau 
organisasi lainnya yang relevan dan memberikan kesempatan pada 
organisasi tersebut untuk menyuarakan pendapatnya dalam proses 
pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka. 
2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen 
       Dalam Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, asas 
perlindungan konsumen adalah: 
Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, 
keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta 
kepastian hukum. 
       Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama 
berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional, 
yaitu:18 
1) Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala 
upaya dalam menyelenggarakan perlindungankonsumen harus 
memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan 
konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan; 
2) Asas keadilan dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat 
diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada 
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konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan 
melaksanakan kewajibannya secara adil; 
3) Asas keseimbangan dimaksudkan untuk memberikan 
keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan 
pemerintah dalam arti materiil dan spiritual; 
4) Asas keamanan dan keselamatan konsumen dimaksudkan untuk 
memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada 
konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan 
barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan; 
5) Asas kepastian hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun 
konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam 
menyelenggarakan perlindungan konsumen, serta negara 
menjamin kepastian hukum. 
Memperhatikan substansi Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan 
Konsumen demikian pula penjelasannya, tampak bahwa perumusannya 
mengacu pada filosofi pembangunan nasional yaitu pembangunan 
manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah bangsa 
negara Republik Indonesia.19 
 Kelima asas yang disebutkan dalam pasal tersebut, bila diperhatikan 
substansinya, dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian asas yaitu:20 
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1. asas kemanfaatan yang di dalamnya meliputi asas keamanan dan 
keselamatan konsumen; 
2. asas keadilan yang di dalamnya meliputi asas keseimbangan; dan 
3. asas kepastian hukum. 
 Asas-asas Hukum Perlindungan Konsumen yang dikelompokkan 
dalam 3 (tiga) kelompok diatas yaitu asas keadilan, asas kemanfaatan, 
dan kepastian hukum. Dalam hukum ekonomi keadilan disejajarkan 
dengan asas keseimbangan, kemanfaatan disejajarkan dengan asas 
maksimalisasi, dan kepastian hukum disejajarkan dengan asas efisiensi. 
Asas kepastian hukum yang disejajarkan dengan asas efisien karena 
menurut Himawan bahwa : “Hukum yang berwibawa adalah hukum yang 
efisien, di bawah naungan mana seseorang dapat melaksanakan hak-
haknya tanpa ketakutan dan melaksanakan kewajibannya tanpa 
penyimpangan”.21 
Tujuan perlindungan konsumen juga diatur dalam Pasal 3 Undang-
Undang Perlindungan Konsumen, yaitu: 
1) meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen 
untuk melindungi diri; 
2) mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara 
menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau 
jasa; 
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3) meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, 
menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen; 
4) menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung 
unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses 
untuk mendapatkan informasi; 
5) menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya 
perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan 
bertanggung jawab dalam berusaha; 
6)  meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin 
kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, 
kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. 
       Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini, merupakan isi 
pembangunan nasional sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 
sebelumnya, karena tujuan perlindungan konsumen yang ada itu 
merupakan sasaran akhir yang harus dicapai dalam pelaksanaan 
pembangunan di bidang hukum perlindungan konsumen.22 
       Keenam tujuan khusus perlindungan konsumen yang disebutkan di 
atas bila dikelompokkan ke dalam tiga tujuan hukum secara umum, maka 
tujuan hukum untuk mendapatkan keadilan terlihat dalam rumusan huruf 
c, dan huruf e. Sementara tujuan untuk memberikan kemanfaatan dapat 
terlihat dalam rumusan huruf a, dan d, serta huruf f. Terakhir tujuan 
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khusus yang diarahkan untuk tujuan kepastian hukum terlihat dalam 
rumusan huruf d. Pengelompokkan ini tidak berlaku mutlak, oleh karena 
seperti yang dapat dilihat dalam rumusan pada huruf a sampai dengan 
huruf f terdapat tujuan yang harus dikualifikasi sebagai tujuan ganda.23 
3. Konsumen 
a. Pengertian Konsumen 
       Istilah konsumen berasal dari kata consumer (Inggris-Amerika), atau 
consument/konsument (Belanda). Secara harafiah arti kata consumer 
adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang.24 
Konsumen pada umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk 
yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha, yaitu setiap orang yang 
mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau 
diperjualbelikan lagi25. Konsumen menurut Pasal 1 angka 2 undang-
Undang Perlindungan Konsumen adalahsetiap orang pemakai barang 
dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri 
sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk 
diperdagangkan. 
       Selain pengertian-pengertian di atas, dikemukakan pula pengertian 
konsumen, yang khusus berkaitan dengan masalah ganti rugi. Di Amerika 
serikat, pengertian konsumen meliputi “korban produk cacat” yang bukan 
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 Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Bandung: Citra Aditya 
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hanya meliputi pembeli, melainkan juga korban yang bukan pembeli, 
namun pemakai, bahkan korban yang bukan pemakai memperoleh 
perlindungan yang sama dengan pemakai. Sedangkan di Eropa, hanya 
dikemukakan pengertian konsumen berdasarkan Product Liability 
Directive (selanjutnya disebut Directive)  sebagai pedoman bagi negara 
MEE dalam menyusun ketentuan mengenai Hukum Perlindungan 
Konsumen. Berdasarkan Directive tersebut yang berhak menuntut ganti 
kerugian adalah pihak yang menderita kerugian (karena kematian atau 
cedera) atau kerugian berupa kerusakan benda selain produk yang cacat 
itu sendiri.26 
Pakar masalah konsumen di Belanda, Hondius menyimpulkan, para ahli 
hukum pada umumnya sepakat mengartikan konsumen sebagai pemakai 
produksi terakhir dari benda dan jasa. Dengan rumusan itu, Hondius ingin 
membedakan antara konsumen bukan pemakai akhir (konsumen antara) 
dan konsumen pemakai akhir. Konsumen dalam arti luas mencakup 
kedua kriteria itu, sedangkan konsumen pemakai dalam arti sempit hanya 
mengacu pada konsumen pemakai terakhir. Untuk menghindari 
kerancuan pemakaian istilah “konsumen” yang mengaburkan dari maksud 
yang sesungguhnya.27 
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Terdapat beberapa batasan pengertian konsumen, yakni:28 
1) Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang 
dan/atau jasa yang digunakan untuk tujuan tertentu; 
2) Konsumen antara adalah setip orang yang mendapatkan barang 
dan/atau jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat 
barang/jasa lain atau untuk diperdagangkan (tujuan komersial). 
3) Konsumen akhir adalah setiap orang alami yang mendapatkan  dan 
menggunakan barang dan/atau jasa, untuk tujuan memenuhi 
kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan/atau rumah tangganya 
dan tidak untuk diperdagangkan kembali (non-komersial). 
 Bagi konsumen antara, barang atau jasa itu adalah barang atau jasa 
kapital, berupa bahan baku, bahan penolong atau komponen dari produk 
lain yang akan diproduksinya. Konsumen antara ini mendapatkan barang 
atau jasa itu di pasar industri atau pasar produsen. Melihat pada sifat 
penggunaan barang dan/atau jasa tersebut, konsumen antara ini 
sesungguhnya adalah pengusaha, baik pengusaha perorangan maupun 
pengusaha yang berbentuk badan hukum atau tidak, baik pengusaha 
swasta maupun pengusaha publik (perusahaan milik negara), dan dapat 
terdiri dari penyedia dana (investor), pembuat produk akhir yang 
digunakan oleh konsumen akhir atau produsen, atau penyedia atau 
penjual  produk akhir seperti supplier, distributor, atau 
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pedagang.Sedangkan konsumen akhir, barang dan/atau jasa itu adalah 
barang atau jasa konsumen, yaitu barang dan/atau jasa yang biasanya 
digunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga, atau rumah 
tangganya (produk konsumen). Barang dan/atau jasa konsumen ini 
umumnya diperoleh di pasar-pasar konsumen.29 Nilai barang atau jasa 
yang digunakan konsumen dalam kebutuhan hidup mereka tidak diukur 
atas dasar untung rugi secara ekonomis belaka, tetapi semata-mata untuk 
memenuhi kebutuhan hidup raga dan jiwa konsumen.30 
b. Hak dan Kewajiban Konsumen 
       Dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen diatur 
mengenai hak konsumen. Hak konsumen adalah : 
1) hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam 
mengkonsumsi barang dan/atau jasa; 
2) hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan 
barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan 
kondisi serta jaminan yang dijanjikan; 
3) hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi 
dan jaminan barang dan/atau jasa; 
4) hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang 
dan/atau jasa yang digunakan; 
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5) hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya 
penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; 
6) hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen; 
7) hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur 
serta tidak diskriminatif; 
8) hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau 
penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak 
sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; 
9) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan lainnya. 
       Hak konsumen sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Undang-
Undang Perlindungan Konsumen lebih luas daripada hak-hak dasar 
konsumen sebagaimana pertama kali dikemukakan oleh Presiden 
Amerika serikat J.F. Kennedy di depan Kongres pada tanggal 15 Maret 
1962, yang terdiri dari:31 
a. hak memperoleh keamanan; 
b. hak memilih; 
c. hak mendapat informasi; 
d. hak untuk didengar. 
       Keempat hak tersebut merupakan bagian dari Deklarasi Hak-Hak 
Asasi Manusia yang dicanangkan PBB pada tanggal 10 Desember 1948, 
masing-masing pada Pasal 3, 8, 19, 21, dan Pasal 26, yang oleh 
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Organisasi Konsumen Sedunia (Organization of Consumer Union - IOCU) 
ditambahkan empat hak dasar konsumen lainnya, yaitu:32 
a. hak untuk memperoleh kebutuhan hidup; 
b. hak untuk memperoleh ganti rugi; 
c. hak untuk memperoleh pendidikan konsumen; 
d. hak untuk memperoleh lingkungan hidup yang bersih dan sehat. 
 Disamping itu, Masyarakat Eropa (Europese Ekonomische 
Gemeenschap atau EEG) juga telah menyepakati lima hak dasar 
konsumen sebagai berikut:33 
a. hak perlindungan kesehatan dan keamanan (recht op bescherming 
van zijn gezendheid en veiligheid); 
b. hak perlindungan kepentingan ekonomi ( recht op bescherming van 
zijn economische belangen); 
c. hak mendapat ganti rugi (recht op schadevergoeding); 
d. hak atas penerangan (recht op voorlichting en vorming); 
e. hak untuk didengar (recht om te worden gehord). 
 Beberapa rumusan tentang hak-hak konsumen yang telah 
dikemukakan,secara garis besar dapat dibagi dalam tiga hak yang 
menjadi prinsip dasar, yaitu:34 
1. hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian, 
baik kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan; 
                                                             
32
Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Ibid, hlm39 
33
 Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Ibid, hlm39 
34
Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Ibid, hlm47 
21 
 
2. hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga yang 
wajar; dan 
3. hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap 
permasalahan yang dihadapi. 
 Oleh karena itu, ketiga hak prinsip dasar tersebut merupakan 
himpunan beberapa hak konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Perlindungan Konsumen, maka hal tersebut sangat esensial bagi 
konsumen, sehingga dapat dijadikan/ merupakan prinsip perlindungan 
konsumen di Indonesia. 
 Selain hak konsumen, kewajiban konsumen juga diatur di dalam 
Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kewajiban konsumen 
antara lain: 
1) beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang 
dan/atau jasa; 
2) membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; 
3) mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan 
konsumen secara patut. 
 Menyangkut kewajiban konsumen beriktikad baik hanya tertuju pada 
transaksi pembelian barang dan/atau jasa. Hal ini tentu saja disebabkan 
karena bagi konsumen, kemungkinan untuk dapat merugikan produsen 
mulai pada saat melakukan transaksi dengan produsen. Berbeda dengan 
22 
 
pelaku usaha kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai 
sejak barang dirancang/diproduksi oleh produsen (pelaku usaha).35 
 Kewajiban lain yang perlu mendapat penjelasan lebih lanjut adalah 
kewajiban konsumen mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa 
perlindungan konsumen secara patut. Kewajiban ini dianggap sebagai hal 
baru, sebab sebelum diundangkannya Undang-Undang Perlindungan 
Konsumen hampir tidak dirasakan adanya kewajiban secara khusus 
seperti ini dalam perkara perdata, sementara dalam kasus pidana 
tersangka/terdakwa lebih banyak dikendalikan oleh aparat kepolisian 
dan/atau kejaksaan.36 
 Adanya kewajiban seperti ini diatur dalam Undang-Undang 
Perlindungan Konsumen dianggap tepat, sebab kewajiban ini adalah 
untuk mengimbangi hak konsumen untuk mendapatkan upaya 
penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Hak ini akan 
menjadi lebih mudah diperoleh jika konsumen mengikuti penyelesaian 
sengketa secara patut. Hanya saja kewajiban konsumen ini, tidak cukup 
untuk maksud tersebut jika tidak diikuti oleh kewajiban yang sama dari 
pihak pelaku usaha.37 
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4. Pelaku Usaha/Produsen 
a. Pengertian Pelaku Usaha 
Istilah produsen berasal dari bahasa Belanda yakni producent,  dalam 
bahasa Inggris, producer yang artinya adalah penghasil.38Produsen sering 
diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan barang dan jasa. Dalam 
pengertian ini termasuk di dalamnya pembuat, grosir, leveransir, dan 
pengecer profesional, yaitu setiap orang/badan yang ikut serta dalam 
penyediaan barang dan jasa hingga sampai ke tangan konsumen. Dengan 
demikian, produsen tidak hanya diartikan sebagai pihak pembuat/pabrik 
yang menghasilkan produk saja, tetapi juga mereka yang terkait dengan 
penyampaian/peredaran produk hingga sampai ke tangan konsumen.39 
Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak menggunakan 
istilah produsen melainkan menggunakan istilah pelaku usaha. Dalam 
Pasal 3 angka 1 disebutkan bahwa:40 
Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan 
usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan 
hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan 
dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri 
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maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan 
kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. 
       Dalam penjelasan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang 
termasuk dalam pelaku usaha adalah perusahaan, korporasi, BUMN, 
koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain.41Pengertian pelaku 
usaha yang bermakna luas tersebut, akan memudahkan konsumen 
menuntut ganti kerugian. Konsumen yang dirugikan akibat penggunaan 
produk tidak begitu kesulitan dalam menemukan kepada siap tuntutan 
diajukan karena banyak pihak yang dapat digugat, namun akan lebih baik 
lagi seandainya Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan 
rincian sebagaimana dalam Directive. Pasal 3 Directive ditentukan 
bahwa:42 
1) Produsen berarti pembuat produk akhir, produsen dari setiap bahan 
mentah, atau pembuat dari suatu suku cadang dan setiap orang 
yang memasang nama, mereknya atau suatu tanda pembedaan 
yang lain pada produk, menjadikan dirinya sebagai produsen; 
2) Tanpa mengurangi tanggung gugat produsen, maka setiap orang 
yang mengimpor suatu produk untuk dijual, dipersewakan, atau 
untuk leasing, atau setiap bentuk pengedaran dalam usaha 
peredarannya dalam masyarakat Eropa, akan dipandang sebagai 
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produsen dalam arti Directive ini, dan akan bertanggung gugat 
sebagai produsen; 
3) Dalam hal produsen suatu produk tidak dikenal identitasnya, maka 
setiap leveransir/supplier akan bertanggung gugat sebagai 
produsen, kecuali ia memberitahukanorang yang menderita 
kerugian dalam waktu yang tidak terlalu lama mengenai identitas 
produsen atau orang yang menyerahkan produk itu kepadanya. Hal 
yang sama akan berlaku dalam kasus barang/produk yang diimpor, 
jika produk yang bersangkutan tidak menunjukkan identitas impor 
sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2), sekalipun nama 
produsen dicantumkan. 
Istilah pelaku usaha adalah istilah yang digunakan oleh pembuat 
undang-undang yang pada umumnya lebih dikenal dengan istilah 
pengusaha. Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) menyebut empat 
kelompok besar kalangan pelaku ekonomi, tiga diantaranya termasuk 
kelompok pengusaha (pelaku usaha, baik privat maupun publik). Ketiga 
kelompok pelaku usaha tersebut adalah sebagai berikut:43 
1) Kalangan investor, yaitu pelaku usaha penyedia dana untuk 
membiayai berbagai kepentingan, seperti perbankan, usaha 
leasing, tengkulak, penyedia dana lainnya, dan sebagainya; 
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2) Produsen, yaitu pelaku usaha yang membuat, memproduksi 
barang dan/atau jasa dari barang-barang dan/atau jasa-jasa lain 
(bahan baku,bahan tambahan/penolong, dan bahan-bahan 
lainnya). Mereka terdiri atas orang/badan usaha berkaitan 
dengan pangan, orang/badan yang memproduksi sandang, 
orang/usaha yang berkaitan dengan pembuatan perumahan, 
orang/usaha yang berkaitan dengan jasa angkutan, 
perasuransian, perbankan, orang/usaha yang berkaitan dengan 
obat-obatan, kesehatan, narkotika, dan sebagainya; 
3) Distributor, yaitu pelaku usaha yang mendistribusikan atau 
memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut kepada 
masyarakat, seperti pedagang secara retail, pedagang kaki 
lima, warung, toko, supermarket, hypermarket, rumah sakit, 
klinik, warung dokter, usaha angkutan (darat, laut, udara), 
kantor pengacara, dan sebagainya. 
Sebagai penyelenggara kegiatan usaha, pelaku usaha adalah pihak yang 
harus bertanggung jawab atas akibat-akibat negatif berupa kerugian yang 
ditimbulkan oleh usahanya terhadap pihak ketiga, yaitu konsumen, sama 
seperti seorang produsen.44 Meskipun demikian konsumen dan pelaku 
usaha ibarat sekeping mata uang dengan dua sisinya yang berbeda.45 
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b. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha 
       Dalam Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen pelaku 
usaha mempunyai hak sebagai berikut: 
1) hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan 
kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang 
dan/atau jasa yang diperdagangkan; 
2) hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan 
konsumen yang beritikad tidak baik; 
3) hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam 
penyelesaian hukum sengketa konsumen;  
4) hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara 
hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh 
barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; 
5) hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan lainnya. 
       Hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran sesuai kondisi dan 
nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, menunjukkan 
bahwa pelaku usaha tidak dapat menuntut lebih banyak jika kondisi 
barang dan/atau jasa yang diberikannya kepada konsumen tidak atau 
kurang memadai menurut harga yang berlaku pada umumnya atas barang 
dan/atau jasa yang sama. Dalam praktek yang biasa terjadi, suatu barang 
dan/atau jasa yang kualitasnya lebih rendah daripada barang yang 
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serupa, maka para pihak menyepakati harga yang lebih murah. Dengan 
demikian yang dipentingkan dalam hal ini adalah harga yang wajar.46 
       Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak hanya mengatur hak 
pelaku usaha saja, tetapi juga mengatur mengenai kewajiban pelaku 
usaha. Dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen 
kewajiban pelaku usaha, antara lain: 
1) beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya; 
2) memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai 
kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi 
penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan; 
3) memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan 
jujur serta tidak diskriminatif;  
4) menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi 
dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar 
mutu barang dan/atau jasa yang berlaku; 
5) memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, 
dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta 
memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat 
dan/atau yang diperdagangkan; 
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6) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas 
kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan 
barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; 
       Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen pelaku usaha 
diwajibkan beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, 
sedangkan bagi konsumen diwajibkan beriktikad baik dalam melakukan 
transaksi pembelian barang dan/atau jasa.47 
 Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tampak bahwa 
iktikad baik lebih ditekankan pada pelaku usaha, karena meliputi semua 
tahapan dalam melakukan kegiatan usahanya, sehingga dapat diartikan 
bahwa kewajiban pelaku usaha untuk beriktikad baik dimulai sejak barang 
dirancang/diproduksi sampai pada tahap purna penjualan, sebaliknya 
konsumen hanya diwajibkan beriktikad baik dalam melakukan transaksi 
pembelian barang dan/atau jasa. Hal ini tentu saja disebabkan karena 
kemungkinan terjadinya kerugian bagi konsumen dimulai sejak barang 
dirancang/diproduksi oleh produsen (pelaku usaha), sedangkan bagi 
konsumen, kemungkinan untuk dapat merugikan produsen mulai pada 
saat melakukan pada saat transaksi dengan produsen.48 
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c. Tanggung Jawab Pelaku Usaha 
       Menurut Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen pelaku 
usaha mempunyai tanggung jawab. Tanggung jawab pelaku usaha 
adalah:49 
1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi 
atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen 
akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan 
atau diperdagangkan. 
2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
berupa pengembalian uang atau penggantian barang 
dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau 
perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-sundangan 
yang berlaku. 
3) Pemberian gantirugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 
(tujuh) hari setelah tanggal transaksi. 
4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya 
tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut 
mengenai adanya unsur kesalahan. 
5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan  
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bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen. 
       Memperhatikan substansi Pasal 19 ayat (1) dapat diketahui bahwa 
tanggung jawab pelaku usaha, meliputi:50 
a. Tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan; 
b. Tanggung jawab kerugian atas pencemaran; 
c. Tanggung jawab kerugian atas kerugian konsumen. 
 Berdasarkan hal ini, maka adanya produk barang dan/atau jasa yang 
cacat bukan merupakan satu-satunya dasar pertanggungjawaban pelaku 
usaha. Hal ini berarti bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi segala 
kerugian yang dialami konsumen.51 
d. Pasar Tradisional 
Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya penjual dan 
pembeli serta ditandai dengan adanya transaksi penjual pembeli secara 
langsung dan biasanya ada proses tawar-menawar, bangunan biasanya 
terdiri dari kios-kios atau gerai, los dan dasaran terbuka yang dibuka oleh 
penjual maupun suatu pengelola pasar.52Pasar merupakan sistem, 
institusi, prosedur, hubungan sosial dan infrastruktur dimana usaha 
menjual barang, jasa dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan 
uang. Barang dan jasa yang dijual menggunakan alat pembayaran yang 
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sah seperti uang fiat. Kegiatan ini merupakan bagian dari perekonomian. 
Ini adalah pengaturan yang memungkinkan pembeli dan penjual untuk 
item pertukaran.53 Pasar yang menyediakan barang atau jasa untuk 
keperluan usaha atau untuk membuat barang/jasa lain dan/atau untuk 
diperdagangkan kembali disebut pasar industri atau industrial market, 
sedangkan pasar yang mengedarkan produk konsumen (consumer 
product) yang terdiri dari barang atau jasa yang lazimnya digunakan untuk 
kebutuhan hidup perorangan, keluarga, atau rumah tangganya atau tidak 
untuk komersil disebut pasar konsumen atau consumer market.54 
 Menurut Kotler pasar konsumen diartikan sebagai pasar yang terdiri 
dari pribadi-pribadi atau rumah tangga-rumah tangga yang membeli atau 
mendapatkan barang atau jasa untuk keperluan konsumsi sendiri 
(personal consumption)55 termasuk pasar tradisional yang merupakan 
tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan adanya 
transaksi penjual pembeli secara langsung dan biasanya ada proses 
tawar-menawar, bangunan biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los 
dan dasaran terbuka yang dibuka oleh penjual maupun suatu pengelola 
pasar.  
 Dalam ilmu ekonomi mainstream, konsep pasar adalah setiap struktur 
yang memungkinkan pembeli dan penjual untuk menukar jenis barang, 
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jasa dan informasi. Pertukaran barang atau jasa untuk uang adalah 
transaksi pasar peserta terdiri dari semua pembeli dan penjual yang baik 
yang memengaruhi harganya.56Dengan demikian penjual melihat pasar 
sebagai tempat atau lingkungan yang harus mereka manfaatkan untuk 
menyerap habis seluruh persediaan produknya, baik yang mereka buat 
maupun yang mereka perdagangkan.57 
       Pasar terbagi atas 2 jenis, yaitu pasar tradisional dan pasar modern, 
konsep dari kedua pasar ini hampir sama yang membedakan hanyalah 
kelebihan dan keuntungan dari kedua jenis pasar ini. Hal-hal yang 
membedakan pasar tradisional dan pasar modern adalah:58 
1) Harga Barang. Barang-barang yang dijual di pasar tradisional dan 
pasar modern memiliki perbedaan harga yang cukup signifikan. Harga 
suatu barang di pasar tradisional bahkan bisa sepertiga dari harga 
barang yang sama yang dijual di supermarket, terutama untuk produk-
produk segar seperti sayur-mayur serta bumbu-bumbu dapur seperti 
bawang merah, bawang putih, jahe, lengkuas, merica, cabai merah, 
cabai rawit, dan lain sebagainya. 
2) Tawar menawar. Berbelanja di pasar tradisional memungkinkan 
pembeli untuk menawar harga barang-barang hingga mencapai 
kesepakatan dengan pedagang. Jika cukup pintar menawar, anda 
bisa mendapatkan barang dengan harga yang jauh lebih murah. 




 Az. Nasution, Op, cit, hlm. 28 
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Sedangkan di pasar modern, pembeli tidak mungkin melakukan tawar 
menawar karena semua barang telah dipatok dengan harga pas. 
3) Diskon. Untuk urusan diskon, sejumlah supermarket memang sering 
memberikan berbagai penawaran yang menggiurkan. Akan tetapi, 
perlu diperhatikan apakah hal tersebut merupakan rayuan terselubung 
(gimmick) agar pembeli bersikap lebih konsumtif. Tidak jarang, orang 
menjadi lapar mata ketika berbelanja di supermarket dan tergoda 
membeli barang-barang yang tidak mereka butuhkan. 
4) Kenyamanan berbelanja. Untuk urusan kenyamanan, berbelanja di 
pasar modern memang jauh lebih nyaman ketimbang berbelanja di 
pasar tradisional. Berbagai supermarket memiliki area yang lebih luas, 
bersih, rapi, dan dilengkapi dengan pendingin ruangan. Sedangkan 
pasar tradisional menempati area yang lebih sempit, sumpek, sesak, 
dan tak jarang mengeluarkan bau kurang sedap 
5) Kesegaran produk. Untuk produk-produk segar seperti daging, ikan, 
sayur-mayur, telur, dan lain sebagainya, pasar tradisional biasanya 
menyajikan produk yang jauh lebih segar ketimbang supermarket, 
karena belum ditambahkan zat pengawet. 
Pasar tradisional merupakan salah satu sektor penting yang 
mendukung perekonomian rakyat. Di dalamnya, kepentingan rakyat kecil 
hingga kalangan menengah ke atas diwadahi. Pasar tradisional 
merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli serta ditandai dengan 
adanya transaksi penjual dan pembeli secara langsung.  
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Pasar tradisonal adalah tempat berjualan yang tradisional (turun 
temurun), tempat bertemunya penjual dan pembeli dimana barang-barang 
yang diperjual belikan tergantung kepada permintaan pembeli 
(konsumen), harga yang ditetapkan merupakan harga yang disepakati 
melalui suatu proses tawar menawar, pedagang selaku produsen 
menawarkan harga sedikit diatas harga standar. Pada umumnya pasar 
tradisional merupakan tempat penjualan bahan-bahan kebutuhan pokok 
(sembako). Biasanya pasar tradisional beraktifitas dalam batas-batas 
waktu tertentu, seperti pasar pagi, pasar sore, pasar pekan dan lain 
sebagainya. Pasar tradisional biasanya dikelola oleh pemerintah maupun 
swasta, fasilitas yang tersedia biasanya merupakan bangsal-bangsal,  
loods-loods,  gudang, toko-toko, stand-stand/kios-kios, toilet umum pada 
sekitar pasar tradisional. Pada pasar tradisional proses jual beli terjadi 
secara manusiawi dan komunikasi dengan nilai-nilai kekeluargaan yang 
tinggi.59 
B. Daging Ayam 
1. Pengertian Daging 
Daging adalah bagian dari hewan yang dipotong dan lazim dikonsumsi 
manusia, termasuk otak serta isi rongga dada dan rongga perut. Dalam 
Pasal 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor  22 
Tahun 1983 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner yang dimaksud 
dengan daging adalah bagian-bagian dari hewan yang disembelih atau 
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dibunuh dan lazim dimakan manusia, kecuali yang telah diawetkan 
dengan cara lain dari pada pendinginan. 
 
       Pengertian daging juga tercantum dalam Pasal 1 angka (6) Peraturan  
Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/OT.140/1/2010 Tentang 
Persyaratan Rumah  Potong Hewan Ruminansia Dan Unit Penanganan 
Daging (Meat Cutting Plant).Daging adalah bagian dari otot skeletal 
karkas yang lazim, aman, dan layak dikonsumsi oleh manusia, terdiri atas 
potongan daging bertulang dan daging tanpa tulang, dapat berupa daging 
segar hangat, segar dingin (chilled) atau karkas beku (frozen) 
Daging merupakan salah satu sumber protein yang baik untuk 
kesehatan manusia. Dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 
381/Kpts/OT.140/10/2005 Tentang Pedoman Sertifikasi Kontrol Veteriner 
Unit Usaha Pangan Asal Hewan, pangan asal hewan adalah pangan yang 
berasal dari hewan berupa daging, susu dan telur. Daging dihasilkan oleh 
hewan yang diburu maupun hewan ternak, seperti sapi, kambing, rusa, 
ayam.  
       Keistimewaan daging ayam adalah bahwa kadar lemaknya rendah 
dan asam lemaknya tidak jenuh, sedangkan asam lemak yang ditakuti 
oleh masyarakat adalah asam lemak jenuh yang dapat menyebabkan 
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penyakit darah tinggi dan penyakit jantung.60Setiap 100 gram daging 
ayam mengandung : 
a. Air 74 % 
b. Protein 22 % 
c. Kalsium (Ca) 13 miligram 
d. Fosfor (P) 190 miligram 
e. Zat besi (Fe) 1,5 miligram 
f. Vitamin A, C dan E. 
g. Lemak. 
Daging merupakan bahan makanan yang mengandung gizi tinggi yang 
baik untuk tubuh manusia, karena kandungan zat gizinya tersebut, daging 
juga merupakan media atau tempat yang sangat baik untuk pertumbuhan 
dan perkembang-biakan kuman-kuman, baik kuman yang dapat 
menyebabkan pembusukan daging ataupun kuman yang dapat 
menyebabkan gangguan kesehatan manusia. 
       Kuman-kuman pada daging tersebut dapat berasal dari hewan masih 
hidup (karena hewan hidup telah mengandung kuman) atau berasal dari 
pencemaran mulai hewan dipotong sampai saat daging siap dikonsumsi. 
Sumber pencemaran kuman-kuman tersebut antara lain hewan hidup, 
tangan manusia, insekta, air, peralatan dan udara. Beberapa ciri-ciri 
daging ayam yang baik dan sehat antara lain adalah: 





a. Warna putih-kekuningan cerah (tidak gelap, tidak pucat, tidak 
kebiruan, tidak terlalu merah). 
b. Warna kulit ayam putih-kekuningan, cerah, mengkilat dan bersih. 
c. Bila disentuh, daging terasa lembab dan tidak lengket (tidak 
kering). 
d. Bau spesifik daging (tidak ada bau menyengat, tidak berbau amis, 
tidak berbau busuk). 
e. Konsistensi otot dada dan paha kenyal, elastis (tidak lembek). 
f. Bagian dalam karkas dan serabut otot berwarna putih agak pucat. 
g. Pembuluh darah di leher dan sayap kosong (tidak ada sisa-sisa 
darah). 
a. Ayam Mati Kemarin (Tiren) 
       “Tiren” adalah singkatan Mati Kemaren. Istilah ini diberikan pada 
ayam yang sudah mati dalam pengangkutan akibat transportasi, atau 
ayam yang telah mati dari kandang yang kemudian tetap dipotong dan 
dijual. Ciri-ciri ayam ”tiren”, antara lain sebagai berikut : 
1) Warna tidak cerah, pucat, kebiruan, merah; 
2) Warna kulit karkas terdapat bercak-bercak darah pada bagian 
kepala, leher, punggung, sayap dan dada; 
3) Bau menyengat, agak anyir/amis, terkadang berbau darah/busuk. 
Kalau dipegang konsistensi otot dada dan paha lembek; 
4) Pembuluh darah di daerah leher dan sayap penuh darah; 
5) Bagian dalam karkas dan serabut otot berwarna kemerahan. 
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b. Ayam Glonggongan 
       Ayam glonggongan merupakan ayam yang disuntik dengan air, agar 
terlihat lebih gemuk, berisi dan bila ditimbang menjadi lebih berat. Ciri-ciri 
daging ayam ”Glonggongan”, sebagai berikut : 
1) Daging ayam terlihat lebih basah; 
2) Air biasanya terdapat di bagian bawah kulit sehingga terasa 
lembek; 
3) Bila diangkat biasanya meneteskan air; 
4) Bila diiris secara melintang, dapat keluar air. 
       Pemerintah telah menetapkan kebijakan penyediaan pangan asal 
hewan yang “Aman, Sehat, Utuh dan Halal” (ASUH) dengan tujuan 
melindungi kesehatan masyarakat serta menjamin ketenteraman bathin 
masyarakat. Adapun yang dimaksud dengan daging yang ASUH adalah : 
1) Aman : Daging tidak mengandung bahaya biologi, kimiawi dan fisik 
yang dapat menyebabkan penyakit serta mengganggu kesehatan 
manusia. 
2) Sehat :Daging memiliki zat-zat yang dibutuhkan dan berguna bagi 
kesehatan dan pertumbuhan tubuh manusia. 
3) Utuh : Daging tidak dicampur dengan bagian dari hewan lain. 
4) Halal : Hewan maupun dagingnya disembelih dan ditangani sesuai 





2. Ketentuan Hukum Produk Pangan Asal Hewan 
       Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang berperan untuk 
menjaga kelangsungan hidup dan memelihara kesehatan masyarakat. 
Ketersediaan pangan yang baik serta layak untuk dikonsumsi merupakan 
tanggung jawab kita bersama. Oleh karena itu, terdapat beberapa aturan 
yang mendasar khususnya yang mengatur mengenai pangan yang 
berasal dari hewan. 
 Dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Tentang Kesehatan 
Masyarakat Veteriner diatur tentang:61 
(1) Daging hewan yang telah selesai dipotong harus segera diperiksa 
kesehatannya oleh petugas pemeriksa yang berwenang. 
(2) Daging yang lulus dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) pasal ini, baru dapat diedarkan setelah terlebih 
dahulu dibubuhi cap atau stempel oleh petugas pemeriksa yang 
berwenang. 
(3) Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan 
ayat (2) pasal ini, dan cara penanganan serta syarat kelayakan 
tempat penjualan daging diatur lebih lanjut oleh Menteri. 
(4) Setiap orang atau badan dilarang mengedarkan daging yang tidak 
berasal dari pemotongan hewan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah ini, kecuali daging yang 
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berasal dari pemotongan hewan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 ayat (4) Peraturan Pemerintah ini. 
(5) Setiap orang atau badan dilarang menjual daging yang tidak 
sehat. 
Selain itu, dalam Pasal 61 Undang-Undang Tentang Peternakan dan 
Kesehatan Hewan diatur bahwa:62 
(1) Pemotongan hewan yang dagingnya diedarkan harus: 
a. dilakukan di rumah potong; dan 
b. mengikuti cara penyembelihan yang memenuhi kaidah 
kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan. 
(2) Dalam rangka menjamin ketenteraman batin masyarakat, 
pemotongan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 
harus memerhatikan kaidah agama dan unsur kepercayaan yang 
dianut masyarakat. 
(3) Menteri menetapkan persyaratan rumah potong dan tata cara 
pemotongan hewan yang baik. 
(4) Ketentuan mengenai pemotongan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a dikecualikan bagi pemotongan untuk kepentingan 
hari besar keagamaan, upacara adat, dan pemotongan darurat.  
Usaha pemotongan untuk kebutuhan suatu daerah harus melalui 
rumah potong hewan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan 
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Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 Tentang Kesehatan Masyarakat 
VeterinerPasal 3 ayat (1)sebagai berikut: 
Setiap orang atau badan yang melaksanakan: 
a. usaha pemotongan hewan untuk penyediaan daging kebutuhan 
antar Propinsi dan ekspor harus memperoleh surat izin usaha 
pemotongan hewan dari Menteri atau pejabat yang ditunjuknya. 
b. usaha pemotongan hewan untuk penyediaan daging kebutuhan 
antar Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dalam suatu 
Daerah Tingkat I harus memperoleh surat izin pemotongan hewan 
dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan. 
c. usaha pemotongan hewan untuk penyediaan daging kebutuhan 
Wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II harus 
memperoleh surat izin usaha pemotongan hewan dari Bupati atau 
Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan. 
Pelaku usaha pangan asal hewan juga harus memiliki Nomor Kontrol 
Veteriner (NKV) sebagaimana diatur dalam  Peraturan Menteri Pertanian  
Nomor: 381/Kpts/OT.140/10/2005  Tentang Pedoman Sertifikasi Kontrol 
Veteriner Unit Usaha Pangan Asal Hewan Pasal 5 sebagai berikut: 
 
(1) Setiap unit usaha pangan asal hewan wajib memiliki NKV.  
(2) Untuk mendapatkan NKV, unit usaha pangan asal hewan harus 
memenuhi persyaratan higiene-sanitasi.  
(3) NKV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada 
pelaku usaha yang bertanggung jawab terhadap manajemen 
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usaha secara keseluruhan, meliputi prasarana dan sarana, 
personil, serta cara produksi dan penanganan.  
(4) Terhadap penambahan sarana usaha baru untuk kegiatan usaha 
sejenis yang berada dalam lokasi yang sama diberikan NKV 
perubahan terhadap NKV yang sudah dimiliki.  
(5) Terhadap penambahan sarana usaha baru untuk kegiatan usaha 
sejenis di lokasi yang berbeda diwajibkan untuk memiliki NKV 
baru.  
 
 Pelaku usaha yang wajib memiliki NKV sebagaimana yang dimaksud 
dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Pertanian  Nomor: 
381/Kpts/OT.140/10/2005  Tentang Pedoman Sertifikasi Kontrol Veteriner 
Unit Usaha Pangan Asal Hewan sebagai berikut: 
(1) Pelaku usaha pangan asal hewan sebagaimana dimaksud Pasal 2 
ayat (1) huruf b dapat dilakukan oleh perorangan warga negara 
Indonesia atau badan hukum Indonesia yang berusaha di bidang:  
a. Rumah Pemotongan Hewan, Rumah Pemotongan Unggas, 
Rumah Pemotongan Babi;  
b. Usaha budidaya unggas petelur;  
c. Usaha pemasukan, usaha pengeluaran;  
d. Usaha distribusi;  
e. Usaha ritel; dan atau  
f. Usaha pengolahan pangan asal hewan. 
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(2) Pelaku usaha distribusi dan atau usaha ritel pangan asal hewan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d meliputi:  
a. pelaku usaha yang mengelola gudang pendingin (cold 
storage), dan toko/kios daging (meat shop);  
b. pelaku usaha yang mengelola unit pendingin susu (milk 
cooling centre), dan gudang pendingin susu;  








A.  Lokasi Penelitian 
       Untuk memperoleh data dan informasi dilakukan penelitian di  
Parepare yaitu: 
1. Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan (PKPK) Kota  
Parepare. 
2. Kementerian Agama Kota  Parepare. 
3. Yayasan Lembaga Konsumen (YLK) Sulawesi Selatan. 
4. Pasar tradisional, yaitu: 
a. Pasar lakessi; 
b. Pasar labukkang; 
c. Pasar senggol. 
B. Jenis dan Sumber data 
       Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain: 
1. Data primer yaitu data yang diperoleh secara melalui penelitian di 
lapangan dengan melakukan wawancara dan kuisioner. 
Wawancara dilakukan kepada dokter hewan di Dinas Pertanian, 
Kelautan, Peternakan dan Kehutanan (PKPK)  Parepare, Kasi 
Urais Kementerian Agama Kota  Parepare, Ketua YLK Sulawesi 
Selatan, dan 50 konsumen yang berbelanja daging ayam di pasar 
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tradisional. Kuisioner dibagikan kepada konsumen yang 
berhubungan dengan masalah penelitian. 
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan 
yang berupa bahan tertulis seperti buku teks, peraturan perundang-
undangan dan data dari instansi atau lembaga tempat penelitian 
yang yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam 
penelitian. 
C. Populasi dan Sampel Penelitian 
       Populasi adalah keseluruhan objek penelitian. Maka populasi dalam 
penelitian ini adalah keseluruhan konsumen di pasar lakessi, pasar 
labukkang, dan pasar senggol di Kota Parepare, sedangkan sampelnya 
adalah sebagian dari populasi. Teknik pengambilan sampel dalam 
penelitian ini menggunakan teknik Proportionate Startified Random 
Sampling dengan populasi sekitar 350 orang maka jumlah sampel adalah 
50 orang konsumen. 
D. Teknik Pengumpulan Data 
       Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: 
1. Teknik wawancara, yaitu pengumpulan data secara langsung 
melalui tanya jawab berdasarkan daftar pertanyaan yang telah 
disiapkan. Wawancara dilakukan terhadap: 
a. Satu orang dokter hewan di Dinas Pertanian, Kelautan, 
Peternakan dan Kehutanan (PKPK)  Parepare. 
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b. Kasi Urais Kementerian Agama Kota  Parepare. 
a. Ketua YLK Sulawesi Selatan. 
b. Delapan orang Pelaku Usaha/ pedagang di pasar tradisional 
c. Dua orang Konsumen 
2. Teknik kuisioner, yaitu membagikan daftar pertanyaan kepada 50 
konsumen/ ibu rumah tangga yang berhubungan dengan masalah 
penelitian. Jenis pertanyaan yang diberikan dalam kuisioner 
tersebut adalah pertanyaan yang jawabannya sudah ditentukan 
terlebih dahulu dan responden diberikan kesempatan untuk 
memberikan jawaban lain. 
D. Analisis Data 
       Semua data yang diperoleh dari penelitian ini akan dianalisis dengan 
menggunakan teknik analisis kualitatif kemudian dideskripsikan, yaitu 
dengan menganalisis data dari informasi yang diperoleh dari hasil 









HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Daging 
Ayam di Pasar Tradisional 
Pangan merupakan salah satu kebutuhan pokok dalam kehidupan 
manusia selain kebutuhan akan sandang dan papan. Konsumsi pangan 
yang cukup dengan nilai gizi yang seimbang yang terdiri dari karbohidrat, 
serat, protein, baik yang bersumber dari tumbuhan maupun dari hewan. 
Salah satu sumber protein hewani adalah daging ayam. 
 Daging ayamsebagaisalah satu produk pangan asal hewanyang 
mengandung nilai gizi tinggi dan harganya relatif murah. Tingginya 
kandungan gizi pada produk pangan asal hewan inijuga menjadikan 
daging ayam media yang sangat baik bagi pertumbuhan mikroorganisme 
patogen, sehingga dari proses pemotongan ayam sampai tahap penjualan 
harus diperhatikan masalah sanitasinya. Penyediaan daging ayam di 
pasar tradisional untuk memenuhi kebutuhan masyarakat masih belum 
mendapatkan perhatian yang serius. Padahal dengan kondisi pasar 
tradisional serta lingkungannya justru memiliki potensi daging yang dijual 
tercemar atau terkontaminasi zat-zat yang dapat membahayakan 
kesehatan manusia. 
 Daging ayam yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH) adalah daging 
yang diharapkan oleh semua konsumen, karena dari berbagai aspek 
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daging ayam yang ASUH terjamin jika dikonsumsi oleh masyarakat.63 
Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 
1983 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner ditetapkan bahwa daging 
yang layak dikonsumsi manusia harus memenuhi persyaratan aman, 
sehat, utuh dan halal (ASUH). Aman berarti tidak membahayakan 
konsumen dari adanya residu obat serta bahan pengawet makanan, sehat 
berarti bahan pangan berasal dari hewan yang sehat serta tidak 
mengalami pencemaran kuman selama proses pemotongan hewan dan 
penyediaan daging. Adapun utuh, berarti benar-benar murni dari jenis 
hewan ternak sembelihan tertentu, tidak tercampur dengan bagian hewan 
lain. Halal berarti diperoleh dari ternak yang tidak diharamkan, disembelih 
sesuai dengan syariat Islam.64Namun ketentuan halal untuk produk 
pangan asal hewan seperti daging ayam, sangat sulit untuk menjamin 
kehalalannya. Hal ini disebabkan salah satu syarat untuk menjadi daging 
halal, ternak harus dipotong dengan mengikuti syarat-syarat khusus agar 
kehalalan daging yang dihasilkannya dapat terjamin. Jaminan halal telah 
menjadi salah satu isu penting dalam pasar global yang mengarah pada 
pembangunan makanan halal baik di tingkat nasional dan internasional. 
 Jaminan halal di pasar global menjadi salah satu kebutuhan yang 
paling penting dari perdagangan pangan, khususnya negara-negara 
dengan mayoritas warga negaranya beragama Islam. Produk pangan asal 








hewan merupakan produk pangan yang memiliki risiko tinggi tidak halal, 
karena proses pemotongannya, serta kontaminasi zat-zat tidak halal pada 
saat proses produksi.65 
 Mengenai perlindungan konsumen terhadap produk yang halal, 
terdapat ketentuan dalam salah satu Surat Keputusan Menteri Pertanian 
yang menentukan bahwa pemasukan daging untuk konsumsi umum atau 
diperdagangkan harus berasal dari ternak yang pemotongannya dilakukan 
menurut syariat Islam dan dinyatakan dalam sertifikat halal. Pengecualian 
terhadap ketentuan tersebut hanya berlaku bagi daging impor yang 
berupa daging babi, untuk keperluan khusus dan terbatas, serta daging 
untuk pakan hewan yang dinyatakan secara tertulis oleh pemilik dan/atau 
pemakai.66 
 Dalam Pasal 8 huruf h Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga 
disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau 
memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan 
berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang 
dicantumkan dalam label. Selain itu, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 
69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan Pasal 10 ayat (1) 
menyatakan bahwa setiap orang yang memproduksi atau memasarkan 
pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan 
dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, 
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bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib 
mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada label. Selain produk 
pangan dalam kemasan juga diatur ketentuan halal untuk produk pangan 
asal hewan dalam Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang  Peternakan dan 
Kesehatan Hewan  bahwa dalam rangka menjamin ketenteraman batin 
masyarakat, pemotongan hewan harus memerhatikan kaidah agama dan 
unsur kepercayaan yang dianut masyarakat. 
 Untuk menjamin ketenteraman batin konsumen tersebut, maka 
pemasokan daging untuk kepentingan umum atau untuk diperdagangkan 
harus berasal dari ternak yang pemotongannya dilakukan menurut syariat 
Islam. Untuk menghasilkan produk pangan asal hewan yang halal, 
terdapat beberapa ketentuan khusus yang harus dipenuhi pada saat 
penyembelihan. Ketentuan penyembelihan dalam Islam antara lain:67 
1. Penyembelih adalah seorang muslim, berakal sehat, dewasa/bukan 
anak kecil; 
2. Alat yang digunakan menyembelih harus tajam, sehingga 
memungkinkan mengalirkan darah dan terputusnya tenggorokan; 
3. Memotong tenggorokan atau bagian leher di bawah pangkal kepala 
sehingga terputusnya tiga saluran: saluran nafas, jalan darah, dan 
jalan makanan; 
4. Tidak menyebut nama selain Allah; 
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5. Hewan yang akan disembelih masih hidup; 
6. Tidak mematahkan leher atau mengulitinya sebelum hewan benar-
benar mati; 
7. Janin yang ada dalam kandungan hewan hukumnya halal jika 
induknya disembelih dengan cara yang syah. 
 Namun pelaksanaan di masyarakat, masih ditemukan pedagang 
daging ayam belum memenuhi persyaratan prosedur pangan halal. Hal ini 
berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi URAIS Kementerian Agama 
Kota Parepare pada tanggal 25 September 2012 bahwa dari hasil inspeksi 
mendadak yang dilakukan bersama Dinas Perindustrian, Perdagangan, 
Koperasi, dan UKM Kota Parepare dan Dinas Kesehatan Kota Parepare 
sekitar bulan april tahun 2011 di pasar lakessi ditemukan pedagang 
daging ayam yang menyembelih ayam tidak sesuai dengan persyaratan 
prosedur pangan halal yang benar. Pedagang langsung memasukkan 
ayam yang telah disembelih ke tempat air panas yang digunakan untuk 
membersihkan bulu ayam tanpa memastikan ayamnya sudah mati atau 
belum, padahal dalam Islam hewan yang disembelih harus dipastikan 
hewan tersebut mati karena disembelih atau hal lain.68 
 Belum adanya jaminan daging ayam yang dijual di pasar telah 
memenuhi prosedur pangan halal serta ditemukan pedagang yang masih 
menjual sisa daging ayam yang tidak habis terjual tentunya hal ini tidak 
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sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen 
Pasal 4 huruf a mengenai hak konsumen atas kenyamanan dalam 
mengkonsumsi barang. 
 Ketidakterbukaan pelaku usaha mengenai kondisi daging ayam yang 
dijual, belum adanya jaminan daging ayam yang mereka beli diproses 
sesuai persyaratan prosedur halal, serta adanya kasus 22 ekor ayam 
berformalin yang pernah ditemukan oleh Dinas Pertanian, Kehutanan, 
Perikanan dan Kelautan (PKPK) Kota  Parepare membuat masyarakat 
sebagai konsumen lebih memilih meminta pedagang untuk menyembelih 
langsung ayam yang akan mereka beli di kios. Hal ini berdasarkan hasil 
wawancara dengan dua orang konsumen yang sering membeli daging 
ayam di pasar tradisional. Adapun pasar tradisional tersebut antara lain: 
1. Pasar Lakessi 
Pasar Lakessi terletak di bagian utara pusat kota, berfungsi sebagai 
pasar regional.69 Jumlah pedagang di Pasar Lakessi sekitar 1724 orang. 
Jumlah kios/gardu sebanyak 1117 unit dan pelataran sebanyak 60770.  
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 29 
September 2012 kepada Nurmi pedagang di pasar lakessi mengatakan 
bahwa ayam yang dia jual sebagian besar dipotong di kios pada saat ada 
pembeli, karena sebagian besar pembeli lebih memilih ayamnya 
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dipotonglangsung di kios, tetapi ia tetap menyediakan daging ayam yang 
telah dibersihkan. Selain Nurmi, Pasau juga mengatakan bahwa daging 
ayam yang ia jual ia potong sendiri di kios, karena pembeli lebih sering 
meminta ayam yang mereka beli dipotong langsung di kios untuk 
memastikan ayam yang mereka beli masih segar. Warni juga mengatakan 
bahwa setelah ada kasus ayam yang berformalin yang ditemukan oleh 
Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan (PKPK) Kota  
Parepare pembeli lebih memilih ayam yang mereka beli dipotong di kios 
untuk lebih menjamin ayam yang mereka beli sehat. Selain itu Warni juga 
mengatakan bahwa pedagang di pasar lakessi pernah mendapat 
pembinaan dari pegawai Kementerian Agama Kota  Parepare mengenai 
cara memotong yang benar sesuai ketentuan dalam Islam karena di pasar 
lakessi pernah ditemukan pedagang ayam yang cara pemotongannya 
tidak sesuai dengan syarat pemotongan yang benar sesuai ketentuan 
pemotongan dalam Islam. Menurut Naniyang juga salah seorang 
pedagang di pasar lakessi juga mengatakan bahwa ayam yang ia jual 
dipotong langsung di kios. Hal ini disebabkan selain karena belum adanya 
rumah potong unggas, juga karena pembeli lebih memilih untuk 
memotong ayamnya langsung di kios.   
Berdasarkan hasil wawancara keempat pedagang di Pasar Lakessi 
bahwa daging ayam yang mereka jual tidak berasal dari rumah potong 
ayam tetapi dipotong sendiri di kios. Selain karena belum ada rumah 
potong ayam, para pembeli lebih banyak meminta agar ayam yang dibeli 
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disembelih langsung di kios untuk memastikan daging ayam yang dibeli 
masih segar dan melihat cara pemotongannya langsung. 
2. Pasar Labukkang  
 Pasar Labukkang terletak di tengah pusat kota dan berada di dekat 
Pelabuhan Nusantara, serta merupakan pasar kedua teramai di Kota  
Parepare setelah Pasar Lakessi. Jenis bangunan yang terdapat di Pasar 
Labukkang terdiri dari 60 kios dan 243 los.71 
 Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 29 
September 2012 kepada Jasmansalah seorang pedagang di pasar 
labukkang bahwa daging ayam yang dijual dikiosnya dipotong sendiri 
sesuai permintaan pembeli hal ini dilakukan agar pembeli yakin daging 
ayam yang mereka beli masih segar. Pedagang ini juga masih menjual 
sisa daging ayam yang tidak habis dijual dari pasar senggol dengan harga 
jauh dari harga normal. Jika harga daging ayam yang segar dijual dengan 
harga Rp. 38.000,00 per ekornya sedangkan daging ayam yang sisa itu 
dijual Rp. 35.000,00 per ekornya. Tetapi pedagang ini terbuka kepada 
pembeli bahwa ayam yang ditawarkan dibawah harga pasar adalah sisa 
daging ayam yang tidak habis terjual di pasar senggol.72 
3. Pasar Senggol 
 Pasar Senggol terletak di pesisir pantai tepat di belakang kawasan 
pertokoan di bagian pusat perkotaan, pasar ini tidak mempunyai 
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prasarana, tetapi hanya merupakan pedagang kaki lima yang ditempatkan 
secara teratur, kegiatannya di mulai pada sore hari hingga sampai malam 
hari.73Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 29 
September 2012 kepada Masita pedagang di pasar senggol ini diketahui 
bahwa ayam yang dijual dikiosnya disembelih di pasar lakessi. Hal ini 
karena ia tidak memiliki kandang untuk menampung ayam yang hidup. 
Onding juga mengatakan bahwa ayam yang ia jual tidak berasal dari 
rumah potong unggas tetapi ia memotongnya langsung di kandang 
miliknya dan juga ada yang dipotong di kios jika ada permintaan dari 
pembeli.Hal ini senada dengan yang dikatakan Ibrahim bahwa ayam yang 
ia jual dipotong sendiri dirumah sebelum dibawa ke pasar karena di pasar 
senggol tidak ada kandang atau penampungan untuk ayam yang masih 
hidup. Mengenai pembinaan tentang cara berproduksi halal ketiga 
pedagang ini mengatakan belum pernah mendapatkan pembinaan dari 
pegawai Kementerian Agama Kota  Parepare, hanya kadang-kadang ada 
pemeriksaan dari dari pegawai Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan 
dan Kelautan (PKPK) Kota  Parepare itupun hanya pada saat menjelang 
hari raya seperti hari raya Idul Fitri. 
       Berdasarkan hasil wawancara terhadap tiga orang pedagang di pasar 
senggol bahwa daging ayam yang mereka jual dipotong langsung di kios 
karena kebanyakan pembeli meminta ayam yang dibelinya disembelih 
langsung di kios. Hal ini dilakukan untuk memastikan ayam yang dibeli 





masih segar dan mereka menyaksikan proses penyembelihannya, 
sehingga tidak ada keraguan daging ayam yang dibeli tidak layak untuk 
dikonsumsi. Namun ada pula yang langsung membeli daging ayam yang 
dijajakan.74  
 Dari hasil penelitian penulis pada tanggal 29 September 2012 di tiga 
pasar tradisional di Kota Parepare yaitu pasar lakessi, pasar labukkang, 
dan pasar senggol mengenai peredaran daging ayam di pasar tradisional 
diketahui bahwa daging ayam yang dijual oleh pedagang tidak berasal 
dari rumah potong hewan. Pedagang memotong sendiri ayam yang 
mereka jual selain karena konsumen lebih banyak memilih daging ayam 
yang dibelinya disembelih langsung di kios untuk memastikan daging 
ayam yang mereka beli masih segar dan layak hal ini juga disebabkan 
belum adanya rumah potong ayam sehingga pedagang memotong sendiri 
ayam yang dijualnya. 
 Hal ini berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada tanggal 29 
September 2012 kepada pedagang di pasar tradisional lakessi salah 
satunya Nurmi yang mengatakan bahwa sebagian besar pembeli meminta 
ayamnya disembelih langsung dikios untuk memastikan ayam yang 
mereka beli masih hidup meskipun di kios sudah disiapkan daging ayam 
yang telah dibersihkan. Namun tidak semua pedagang dapat memenuhi 
semua permintaan pembeli untuk menyembelih ayamnya langsung di kios 
karena tidak semua pasar tradisional memiliki tempat penampungan untuk 
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ayam yang masih hidup serta tidak terdapat tempat pemotongan dan 
tempat untuk membersihkan bulu ayam.  
 Mengenai pengawasan dan pemeriksaan dari dinas terkait seperti 
Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan (PKPK) Kota  
Parepare, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kota 
Parepare, dan Dinas Kesehatan Kota Parepare terhadap ayam yang 
mereka jual, Nurmi salah seorang pedagang di pasar lakessi kota 
Parepare pedagang mengatakan pemeriksaan terhadap kesehatan daging 
ayam yang mereka jual kadang dilakukan empat bulan sekali dan pada 
saat menjelang hari raya keagamaan seperti hari raya idul fitri atau natal. 
Selain pemeriksaan kesehatan daging ayam yang dijual Nurmi 
mengatakan pernah mendapatkan pembinaan tentang cara 
penyembelihan hewan yang benar serta prosedur pangan halal dari 
Kementerian Agama Kota  Parepare.75 
 Meskipun belum ada rumah potong ayam pelaku usaha atau 
pedagang daging ayam telah berupaya semaksimal mungkin untuk 
menjamin daging ayam yang mereka jual layak untuk dikonsumsi. Hal ini 
dilihat dari usaha mereka untuk memenuhi keinginan konsumen dengan 
menyembelih ayamnya langsung di kios agar tidak ada keraguan dari 
konsumen mengenai kelayakan daging ayam yang mereka jual. Namun 
untuk kehalalan daging ayam, konsumen masih meragukannya. Hal ini 
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dapat diketahui dari hasil kuisioner yang dibagikan kepada 50 responden 
yang disajikan dalam beberapa tabel berikut ini: 
Tabel 1 
Konsumen yang sering membeli ayam di pasar tradisional 
Jawaban Frekuensi Presentase (%) 
1 kali dalam 1 minggu 9 8% 
2 kali dalam 1 bulan 15 30% 
1 kali dalam 1 bulan 26 52% 
Jumlah 50 100% 
*) sumber data primer tahun 2012 
 Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa konsumen yang 
membeli ayam satu kali dalam seminggu di pasar tradisional sebanyak 9 
responden dengan presentase 8%, responden yang membeli ayam dua 
kali dalam seminggu sebanyak 15 responden dengan presentase 30%, 
dan responden yang membeli ayam satu kali dalam sebulan sebayak 26 
responden dengan presentase 52%. Kemudian konsumen yang sering 
membeli daging ayam dan ayam yang disembelih langsung di kios dapat 
diketahui dari tabel berikut: 
Tabel 2.1. 
Konsumen yang sering membeli (satu kali seminggu) 
daging ayam dan ayam yang langsung disembelih di kios 
Jawaban Frekuensi Presentase (%) 
Daging ayam 3 33,33% 
Ayam yang langsung disembelih di kios 6 66,67% 
Jumlah 9 100% 
*) sumber data primer tahun 2012 
        Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa konsumen yang 
memilih membeli daging ayam yang telah siap di kios sebanyak 3 
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responden dengan presentase 33,33% sedangkan konsumen yang 
memilih membeli ayam yang langsung disembelih dikios sebanyak 6 
responden dengan presentase 66,67%. Kemudian konsumen yang 
membeli daging ayam dan daging ayam yang ayamnya dipotong dikios 
dua kali dalam sebulan sebagai berikut: 
Tabel 2.2. 
Konsumen yang sering membeli (dua kali sebulan) 
daging ayam dan ayam yang langsung disembelih di kios 
Jawaban Frekuensi Presentase (%) 
Daging ayam 6 40% 
Ayam yang langsung disembelih di kios 9 60% 
Jumlah 15 100% 
*) sumber data primer tahun 2012 
 Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa konsumen yang 
memilih membeli daging ayam yang telah siap di kios sebanyak 6 
responden dengan presentase 40% sedangkan konsumen yang memilih 
membeli ayam yang langsung disembelih dikios sebanyak 9 responden 
dengan presentase 60%. Kemudian konsumen yang membeli daging 
ayam dan daging ayam yang ayamnya dipotong dikios satu kali dalam 
sebulan sebagai berikut: 
Tabel 2.3. 
Konsumen yang sering membeli (satu kali sebulan) 
daging ayam dan ayam yang langsung disembelih di kios 
Jawaban Frekuensi Presentase (%) 
Daging ayam 11 42,30% 
Ayam yang langsung disembelih di kios 15 57,70% 
Jumlah 26 100% 
*) sumber data primer tahun 2012 
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 Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa konsumen yang 
memilih membeli daging ayam yang telah siap di kios sebanyak 11 
responden dengan presentase 42,30% sedangkan konsumen yang 
memilih membeli ayam yang langsung disembelih dikios sebanyak 15 
responden dengan presentase 57,70%. Kemudian mengenai alasan 
konsumen membeli daging ayam yang ayamnya langsung disembelih di 
kios beragam dapat diketahui melalui tabel berikut ini: 
Tabel 3.1. 
Hal yang dipertimbangkan konsumen saat membeli daging ayam 
yang disembelih di kios 
Jawaban Frekuensi Presentase 
Hargayang  ditawarkan sama 4 66,67% 
Kualitas daging ayam lebih terjamin 2 33,33% 
Lain-lain 
(kehalalan, menghemat waktu, praktis) 
0           0 
Jumlah 6       100% 
*) sumber data primer tahun 2012 
 Berdasarkan jumlah konsumen yang lebih memilih untuk membeli 
daging ayam yang ayamnya langsung disembelih di kios pada tabel 2.1. 
yang terdiri dari 6 responden dengan presentase 66,67%, dengan melihat 
tabel 3 dapat diketahui bahwa responden memiliki alasan yang beragam 
mengapa lebih memilih membeli daging ayam yang ayamnya langsung 
disembelih di kios. 4 responden dengan presentase 66,67%, 
mempertimbangkan harganya karena harga daging ayam dan harga ayam 
yang masih hidup sama dan2 responden dengan presentase 33,33% 
62 
 
membeli daging ayam karena kualitas dagingnya karena dapat 
memastikan daging ayam yang dibeli masih segar.  
Tabel 3.2. 
Hal yang dipertimbangkan konsumen saat membeli daging ayam 
yang disembelih di kios 
Jawaban Frekuensi Presentase 
Harga yang  ditawarkan sama 7 77,78% 
Kualitas daging ayam lebih terjamin 2 22,22% 
Lain-lain  
(kehalalan, menghemat waktu, praktis) 
 0           0 
Jumlah 9       100% 
*) sumber data primer tahun 2012 
 Berdasarkan jumlah konsumen yang lebih memilih untuk membeli 
daging ayam yang ayamnya langsung disembelih di kios pada tabel 2.2. 
yang terdiri dari 9 responden dengan presentase 60%, dengan melihat 
tabel 3 dapat diketahui bahwa responden memiliki alasan yang beragam 
mengapa lebih memilih membeli daging ayam yang ayamnya langsung 
disembelih di kios. 7 responden dengan presentase 77,78%, 
mempertimbangkan harganya karena harga daging ayam dan harga ayam 
yang masih hidup sama dan 2 responden dengan presentase 22,22% 
membeli daging ayam karena kualitas dagingnya karena dapat dipastikan 







Hal yang dipertimbangkan konsumen saat membeli daging ayam 
yang disembelih di kios 
Jawaban Frekuensi Presentase 
Harga yang  ditawarkan sama 9 60% 
Kualitas daging ayam lebih terjamin 6 40% 
Lain-lain 
 (kehalalan, menghemat waktu, praktis) 
0            0 
Jumlah 15       100% 
*) sumber data primer tahun 2012 
 Berdasarkan jumlah konsumen yang lebih memilih untuk membeli 
daging ayam yang ayamnya langsung disembelih di kios pada tabel 2.3. 
yang terdiri dari 15 responden dengan presentase 57,70%, dengan 
melihat tabel 3.3. dapat diketahui bahwa responden memiliki alasan yang 
beragam mengapa lebih memilih membeli daging ayam yang ayamnya 
langsung disembelih di kios. 9 responden dengan presentase 60%, 
mempertimbangkan harganya karena harga daging ayam dan harga ayam 
yang masih hidup sama dan5 responden dengan presentase 40% 
membeli daging ayam karena kualitas dagingnya karena mereka dapat 
memastikan daging ayam yang mereka masih segar. 
       Kemudian mengenai alasan konsumen yang membeli daging ayam 







Hal yang dipertimbangkan konsumen saat membeli daging ayam 
yang disiapkan di kios 
Jawaban Frekuensi Presentase 
Harga yang  ditawarkan sama 0 0 
Kualitas daging ayam lebih terjamin 0 0 
Lain-lain  
(kehalalan, menghemat waktu, praktis) 
3        100% 
Jumlah 3        100% 
*) sumber data primer tahun 2012 
 Berdasarkan jumlah konsumen yang lebih memilih untuk membeli 
daging ayam yang telah disiapkan di kios pada tabel 2.1. yang terdiri dari 
3 responden dengan presentase 33,33%, dengan melihat tabel 4.1. dapat 
diketahui bahwa responden memiliki alasan bahwa dengan membeli 
daging ayam yang telah disiapkan di kios oleh pedagang mereka 
menghemat waktu karena daging ayamnya telah dibersihkan. 
Tabel 4.2. 
Hal yang dipertimbangkan konsumen saat membeli daging ayam 
yang disiapkan di kios 
Jawaban Frekuensi Presentase 
Harga yang  ditawarkan sama 1    16,67% 
Kualitas daging ayam lebih terjamin 0 0 
Lain-lain  
(kehalalan, menghemat waktu, praktis) 
5        83,33% 
Jumlah 6       100% 
*) sumber data primer tahun 2012 
 Berdasarkan jumlah konsumen yang lebih memilih untuk membeli 
daging ayam yang ayamnya langsung disembelih di kios pada tabel 2.2. 
yang terdiri dari 6 responden dengan presentase 40%, dengan melihat 
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tabel 4.2. dapat diketahui bahwa responden memiliki alasan yang 
beragam mengapa lebih memilih membeli daging ayam yang telah 
disiapkan di kios. 1 responden dengan presentase 16,67%, 
mempertimbangkan harganya karena harga daging ayam dan harga ayam 
yang masih hidup sama dan5 responden dengan presentase 83,33% 
membeli daging ayam yang telah disiapkan di kios karena lebih cepat dan 
menghemat waktu mereka tanpa harus menunggu ayamnya dipotong dan 
dibersihkan lagi karena ayam yang telah disiapkan di kios sudah 
dibersihkan. 
Tabel 4.3. 
Hal yang dipertimbangkan konsumen saat membeli daging ayam 
yang disiapkan di kios 
Jawaban Frekuensi Presentase 
Harga yang  ditawarkan sama 7     63,64% 
Kualitas daging ayam lebih terjamin 0 0 
Lain-lain 
 (kehalalan, menghemat waktu, praktis) 
4         36,36% 
Jumlah 11       100% 
*) sumber data primer tahun 2012 
 Berdasarkan jumlah konsumen yang lebih memilih untuk membeli 
daging ayam yang ayamnya langsung disembelih di kios pada tabel 2.3. 
yang terdiri dari 11 responden dengan presentase 42,30%, dengan 
melihat tabel 4.3. dapat diketahui bahwa responden memiliki alasan yang 
beragam mengapa lebih memilih membeli daging ayam yang telah 
disiapkan di kios. 7 responden dengan presentase 63,64%, 
mempertimbangkan harganya karena harga daging ayam dan harga ayam 
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yang masih hidup sama dan 4 responden dengan presentase 36,36% 
dengan alasan menghemat waktu mereka. 
 Berdasarkan tabel yang  diatas dapat dilihat bahwa masyarakat 
sebagai konsumen masih kurang peduli dengan masalah kehalalan hal ini 
disebabkan oleh sulitnya menentukan apakah daging ayam yang dijual 
telah memenuhi persyaratan prosedur pangan halal atau tidak karena hal 
ini tidak dapat dibuktikan secara ilmiah karena kehalalan pangan asal 
hewan seperti daging dimulai dari cara pemotongannya apakah telah 
sesuai prosedur penyembelihan dalam Islam. 
 Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Marwah alasannya 
lebih memilih untuk membeli daging ayam yang ayamnya langsung 
disembelih pada saat ia membeli karena ia khawatir daging ayam yang 
diperjualbelikan di kios tidak layak untuk di konsumsi. Responden ini 
khawatir daging ayam yang dijual dikios berasal dari ayam yang sakit, 
ayam yang mati, atau ayam sisa yang dijual kembali. Untuk menghindari 
hal itu responden ini lebih memilih membeli daging ayam yang ayamnya 
langsung disembelih dikios untuk memastikan ayam yang dibeli masih 
hidup dan untuk menghindari kecurangan yang mungkin dilakukan oleh 
pedagang.76 
 Responden lain Sahidah yang juga memilih untuk membeli daging 
ayam yang ayamnya langsung disembelih dikios karena ia pernah 
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membeli daging ayam yang banyak mengandung air. Pada saat daging 
ayam yang dibeli tersebut akan diolah, daging ayam tersebut 
mengeluarkan air. Hal ini yang membuatnya lebih memilih membeli daging 
ayam yang ayamnya disembelih langsung dikios untuk memastikan 
daging ayam masih segar, selain itu harga yang ditawarkan juga sama.77 
 Berdasarkan hasil dari kuisioner serta wawancara dengan konsumen 
yang sering membeli daging ayam di pasar tradisional diketahui bahwa 
masyarakat sebagai konsumen masih kurang peduli terhadap kehalalan 
pangan yang mereka konsumsi khususnya pangan asal hewan seperti 
daging ayam karena secara ilmiah hal ini sangat sulit untuk dibuktikan.  
 Hal ini sejalan dengan informasi yang diperoleh dari Koordinator 
Bidang Umum Yayasan Konsumen Sul-Sel yang mengatakan bahwa 
masyarakat masih kurang peduli terhadap isu makanan halal terutama 
produk pangan asal hewan seperti daging ayam karena sulit untuk 
memastikan apakah daging ayam yang dihasilkan sudah halal atau tidak 
dari segi proses pemotongannya. Selain itu kewajiban pencantuman 
keterangan halal bagi pelaku usaha masih sebatas pada produk pangan 
dalam kemasan.78  
  Masalah kehalalan produk pangan asal hewan khususnya daging 
sangat sulit untuk dipastikan, karena kehalalan produk tidak dapat 
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dibuktikan secara ilmiah tetapi dampaknya sangat besar terutama bagi 
masyarakat yang beragama Islam. Sejauh ini pihak yang menangani 
pangan halal yaitu pihak Kementerian Agama Kota  Parepare hanya 
memberikan pembinaan dan pengawasan kepada pelaku usaha atau 
pedagang daging ayam penyembelihan ayam yang benar yang sesuai 
aturan dalam Islam. Pembinaan yang dilakukan Kementerian Agama Kota  
Parepare khususnya bidang URAIS yaitu memberikan penjelasan cara 
menyembelih hewan yang benar dan sesuai ketentuan dalam Islam yaitu 
yang menyembelih harus beragama Islam, hewan yang disembelih harus 
dalam keadaan hidup dan halal, menggunakan alat yang tajam, membaca 
Bismillah Allahu Akbar, serta menghadap kiblat. Sebelum dikuliti hewan 
yang sudah disembelih harus dipastikan apakah sudah mati atau belum 
agar dapat dipastikan hewan tersebut mati karena  proses penyembelihan 
bukan karena faktor lain. Pada saat pengawasan di lapangan ditemukan 
beberapa pedagang daging ayam yang langsung menguliti ayam yang 
telah disembelih tanpa menunggu ayam tersebut mati. Hal ini tidak sesuai 
dengan cara penyembelihan yang benar menurut Islam.79 
 Selain melakukan pembinaan dan pengawasan kepada pelaku usaha, 
pihak Kementerian Agama Kota  Parepare juga memberikan pembinaan 
kepada masyarakat sebagai konsumen agar selalu selektif memilih 
makanan dan minuman yang akan dikonsumsi terutama mengenai 
kehalalan dengan memberikan informasi kepada masyarakat melalui 
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spanduk-spanduk yang berisikan pesan untuk selalu memilih dan 
mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal serta melalui ceramah-
ceramah yang dilakukan di mesjid-mesjid terutama pada bulan ramadhan. 
Untuk produk pangan asal hewan terutama daging ayam, pihak 
Kementerian Agama Kota  Parepare menyarankan untuk membeli daging 
ayam yang ayamnya disembelih langsung di kios atau membeli ayam 
hidup lalu dipotong sendiri agar lebih terjamin kehalalan dari proses 
pemotongannya dan agar tidak  ada lagi keraguan mengenai daging ayam 
tersebut sudah halal atau tidak.80 
 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap pelaku usaha di 
tiga pasar tradisional yaitu pasar lakessi, pasar labukkang, dan pasar 
senggol, dua orang konsumen yang pernah membeli daging ayam, Kepala 
Seksi URAIS Kementerian Agama Kota Parepare, dan Koordinator Bidang 
Umum Yayasan Lembaga Konsumen Sulawesi Selatan, serta 50 orang 
konsumen yang pernah membeli daging ayam di pasar tradisional, dapat 
diketahui bahwa sejauh ini pengawasan peredaran daging ayam di pasar 
tradisional belum terlalu maksimal. Hal ini terlihat dari informasi yang 
diperoleh dari pelaku usaha yang mengaku pemeriksaan hanya sering 
dilakukan oleh pihak terkait pada saat tertentu saja yaitu pada saat 
menjelang hari raya.  
 Selain itu, masalah jaminan halal terhadap pangan asal hewan seperti 
daging ayam belum mendapatkan perhatian khusus baik dari 





pemerintahmaupun dari masyarakat, karena sejauh ini pengawasan 
dilakukan hanya pada produk dalam kemasan seperti pemeriksaan bahan 
utama, bahan tambahan, dan proses pengolahannya apakah memenuhi 
syarat pengelolaan pangan halal dan tidak adanya laporan atau keluhan 
dari masyarakat menyebabkan masalah jaminan pangan halal ini 
terabaikan begitupun juga dengan penerapan aturannya.Hak konsumen 
untuk mendapatkan kenyamanan dan ketenteraman batin dalam 
mengkonsumsi pangan asal hewan seperti daging ayam belum dapat 
terpenuhi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan 
Konsumen.  
 Mengenai kesadaran akan perlindungan konsumen untuk 
mendapatkan produk pangan yang halal untuk ketentraman dalam 
mengkonsumsi pangan halal masih sangat rendah terutama jaminan halal 
untuk produk pangan asal hewan seperti daging ayam karena hal ini tidak 
dapat dibuktikan secara ilmiah.Selain itu, belum adanya rumah potong 
ayam membuat pengawasan terhadap peredaran daging ayam di pasar 
tradisional masih lemah, karena ayam yang dijual dipotong langsung di 






B. Upaya Dinas Peternakan Kota  Parepare dalam Melindungi 
Konsumen dari Peredaran Daging Ayam di Pasar Tradisional. 
 Kebutuhan masyarakat terhadap produk pangan asal hewan termasuk 
daging ayam semakin meningkat. Tingginya permintaan membuat 
beberapa pedagang melakukan kecurangan untuk meraup keuntungan 
yang sebesar-besarnya, salah satunya menjual ayam mati kemarin atau 
ayam tiren. Padahal dalam Pasal 4 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 
22 Tahun 1983 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner sesuai Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok 
Peternakan dan Kesehatan Hewan yang diganti dengan Undang-Undang 
Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Hewan dan Peternakan 
(selanjutnya disebut Undang-Undang  Peternakan dan Kesehatan Hewan) 
disebutkan bahwa setiap orang atau badan dilarang menjual daging yang 
tidak sehat dan dilarang mengedarkan daging yang tidak berasal dari 
rumah potong hewan.  
 Kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha 
disebabkan oleh lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh 
pemerintahterhadap peredaran pangan asal hewan seperti daging ayam 
terutama pengawasan terhadap mutu pangan yang dijual di pasar 
tradisional. Padahal dalam Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang  Peternakan 
dan Kesehatan Hewan  disebutkan bahwa dalam rangka menjamin produk 
hewan yang aman, sehat, utuh, dan halal, Pemerintah dan Pemerintah 
Daerah sesuai kewenangannya melaksanakan pengawasan, 
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pemeriksaan, pengujian, standardisasi, sertifikasi, dan registrasi produk 
hewan.  
 Pengawasan terhadap pangan asal hewan seperti daging ayam ini 
bukan hanya sebatas pengawasan pada saat daging ayam itu dijual di 
pasar, tetapi juga pengawasan sebelum dan pada saat proses produksi 
sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 
1983 Tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner disebutkan bahwa setiap 
hewan potong yang akan dipotong harus sehat dan telah diperiksa 
kesehatannya oleh petugas pemeriksa yang berwenang. Selain itu, 
Undang-Undang  Peternakan dan Kesehatan Hewan  Pasal 58 ayat (2) 
juga mengatur bahwa pengawasan dan pemeriksaan produk hewan 
berturut-turut dilakukan di tempat produksi, pada waktu pemotongan, 
penampungan, dan pengumpulan, pada waktu dalam keadaan segar, 
sebelum pengawetan, dan pada waktu peredaran setelah pengawetan.  
 Untuk memudahkan pengawasan terhadap peredaran daging ayam di 
masyarakat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 Tentang 
Kesehatan Masyarakat Veteriner diatur bahwa pemotongan hewan potong 
harus dilaksanakan di rumah pemotongan hewan atau tempat 
pemotongan hewan lainnya yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang 
kecuali pemotongan hewan potong untuk keperluan keluarga, upacara 
adat dan keagamaan, serta penyembelihan hewan potong secara darurat. 
 Hal ini juga diatur dalam Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang  
Peternakan dan Kesehatan Hewan  bahwa pemotongan hewan yang 
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dagingnya diedarkan harus dilakukan di rumah potong dan mengikuti cara 
penyembelihan yang memenuhi kaidah kesehatan masyarakat veteriner 
dan kesejahteraan hewan. Hal ini dilakukan selain untuk menjamin daging 
yang beredar di masyarakat layak untuk dikonsumsi juga untuk menjamin 
ketenteraman batin masyarakat dalam mengkonsumsi daging berkaitan 
dengan kehalalan dagingnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 61 
ayat (2) Undang-Undang  Peternakan dan Kesehatan Hewan  bahwa 
dalam rangka menjamin ketenteraman batin masyarakat, pemotongan 
hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memerhatikan kaidah 
agama dan unsur kepercayaan yang dianut masyarakat. 
 Namun pada kenyataannya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas 
Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan (PKPK) Kota  Parepare 
hanya sebatas pengawasan terhadap lalu lintas hewan tetapi pangawasan 
pada saat proses produksi sampai pada saat daging ayam tersebut 
beredar atau dijual di pasar sangat lemah. Hal ini disebabkan belum 
adanya rumah potong unggas yang  dibangun atau ditunjuk oleh 
pemerintah Kota Parepare. Sehingga daging ayam yang dijual dipasar 
tradisional tidak berasal dari rumah pemotongan unggas (RPU) melainkan 
pedagang memotong sendiri ayamnya. 
 Berdasarkan informasi yang diperoleh dari dr. Yulianti, Dokter Hewan 
pegawai Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan (PKPK) 
Kota  Parepare bagian Kesehatan Masyarakat Veteriner mengatakan 
bahwa pengawasan terhadap peredaran daging ayam di pasar tradisional 
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masih belum maksimal salah satunya disebabkan belum adanya Rumah 
potong ayam (RPU) di Kota  Parepare sehingga pemotongan unggas tidak 
dapat dilokalisasi pada satu tempat. Belum adanya RPU membuat 
pengawasan terhadap kualitas daging ayam yang dijual di pasar 
tradisional masih kurang, karena pelaku usaha atau pedagang daging 
ayam masing-masing menyembelih ayamnya sendiri berbeda dengan 
pengawasan terhadap daging sapi yang pemotongannya dilakukan di 
Rumah Potong Hewan (RPH) sehingga pengawasan serta 
pemeriksaannya mudah. Selain karena belum adanya RPU lemahnya 
pengawasan juga disebabkan tidak adanya laporan dari masyarakat jika 
menemukan kasus ayam yang tidak layak.81 
 Sejauh ini upaya yang dilakukan oleh Dinas Pertanian, Kehutanan, 
Perikanan dan Kelautan (PKPK) Kota Parepare bagian Kesehatan 
Masyarakat Veteriner untuk meminimalisasi peredaran daging ayam yang 
tidak layak di pasar tradisional dan untuk mengatasi kendala karena 
belum adanya RPU adalah dengan melakukan inspeksi mendadak atau 
sidak di pasar tradisional untuk mengawasi dan memeriksa kualitas 
daging ayam yang dijual di pasar tradisional. Pemeriksaan yang biasa 
dilakukan adalah uji fisik (organoleptik) dan uji formalin. Uji fisik 
(organoleptik) biasanya melalui bau, tekstur, dan warna daging. Jika 
ditemukan daging ayam yang tidak layak, maka daging ayam tersebut 
                                                             
81
  Wawancara dilakukan kepada Yulianti, Dokter Hewan Dinas Perikanan, Kelautan, 
Peternakan, dan Kelautan Kota  Parepare 
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langsung disita dan dimusnahkan.82Seperti yang  dilakukan pada sidak 
tahun 2010 sebagai berikut:83 
HASIL UJI SAMPEL DAGING AYAM/SAPI 
1. Lokasi  : Pasar Lakessi 
Waktu   : 11 Agustus 2010 
Jenis sampel  : 1. Daging sapi : 5 
     2. Jeroan sapi : 1 
     3. Daging ayam  : 7 
    4. Jeroan ayam : 6 
Jenis uji : Organoleptik (warna, bau, dan tekstur)  Formalin 
  Hasil  : Semua sampel masih dalam kondisi baik dan bebas 
     Formalin 
  Tindakan    : Pembinaan terhadap penjual daging sapi/ayam 
       tentang kesehatan daging dan bahaya penggunaan 
       bahan formalin pada makanan 
2. Lokasi  : Pasar Senggol 
Waktu  : 2 september 2010 
Jenis sampel : 1. Daging ayam : 3 
    2. Jeroan ayam : 3 
Jenis uji : Organoleptik (warna, bau, dan tekstur) dan Formalin 
Hasil : Sampel An. MS memasuki fase awal 
                                                             
82
  Wawancara dilakukan kepada Yulianti, Dokter Hewan Dinas Perikanan, Kelautan, 
Peternakan, dan Kelautan Kota  Parepare 
83
 Data Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan(PKPK) Kota  Parepare 
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   pembusukan dan positif (+) mengandung formalin 
  Tindakan : Pembinaan dan pengawasan terhadap penjual 
     daging ayam An. MS 
3. Lokasi  : Pasar Senggol 
Waktu  : 10 september 2010 
Jenis sampel : 1. Daging ayam : 1 
    2. Jeroan ayam : 1 
Jenis uji : Organoleptik (warna, bau, dan tekstur) dan Formalin 
 Hasil  : Sampel An. MS memasuki fase awal pembusukan 
   dan positif (+)mengandung formalin 
 Tindakan : Penyitaan 22 ekor daging ayam.  
 Selain melakukan sidak Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan 
Kelautan (PKPK) Kota  Parepare bagian Kesehatan Masyarakat Veteriner 
juga melakukan pengawasan terhadap lalu lintas ayam yang masih hidup 
yang masuk dankeluar dari luar Kota  Parepare.Selain untuk memastikan 
ayam yang masuk dan keluar dari Kota  Parepare sehat, hal ini juga 
dilakukan untuk mencegah penyebaran penyakit hewan. Untuk 
mengetahui pengawasan lalu lintas ayam yang keluar dari Kota  Parepare, 
berikut skema pengawasan ayam yang dilakukan oleh Dinas Pertanian,  
Kehutanan, Perikanan dan Kelautan (PKPK) Kota  Parepare bagian 
Kesehatan Masyarakat Veteriner:84 
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 Wawancara dilakukan kepada Yulianti, Dokter Hewan Dinas Perikanan, Kelautan, 
Peternakan, dan Kelautan Kota  Parepare  
77 
 
Skema Pengawasan Lalu Lintas Ayam Yang Keluar Kota Parepare 
 
 Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa pengawasan yang 
dilakukan oleh Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan 
(PKPK) Kota  Parepare terhadap peredaran daging ayam di pasar 
tradisional untuk menjamin daging ayam ASUH masih belum sesuai 
dengan apa yang diatur di dalam Undang-Undang Peternakan dan 
Kesehatan hewan dimana diatur bahwa pengawasan dan 
Pedagang pengepul 
Melapor ke petugas pengawas lalu lintas 
ternak 
Kunjungan kandang 
(pemeriksaan recording kesehatan hewan) 
keadaan baik/sehat 
Terbit Surat Keterangan Kesehatan 
Hewan 
Tidak sehat atau angka kematian 
ternak tinggi 
Surat Keterangan Kesehatan 




pemeriksaannya dilakukan mulai dari tempat produksi, pada waktu 
pemotongan, penampungan, dan pengumpulan, dalam keadaan masih 
segar, pengawetan, dan pada waktu peredaran setelah pengawetan. 
 Belum adanya RPU membuat pengawasan Dinas Pertanian, 
Kehutanan, Perikanan dan Kelautan (PKPK) Kota  Parepare terhadap 
peredaran daging ayam di pasar tradisional kurang maksimal. Meskipun 
begitu upaya Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan 
(PKPK) Kota  Parepare dalam meminimalisasi peredaran daging ayam di 
pasar tradisional sudah cukup baik dengan dilakukannya inspeksi 
mendadak di pasar tradisional. Melakukan uji fisik dan uji formalin 
terhadap daging ayam yang dijual serta memberikan sanksi kepada 
pedagang daging ayam yang curang untuk memberikan jaminan kepada 
masyarakat sebagai konsumen bahwa daging ayam yang dijual di pasar 
tradisional layak untuk dikonsumsi. Pengawasan yang rutin diharapkan 












1. Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap peredaran daging 
ayam di pasar tradisional belum sesuai dengan apa yang diatur 
dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen terutama 
perlindungan konsumen dilihat dari faktor kenyamanan serta 
ketenteraman batin dalam mengkonsumsi produk pangan asal 
hewan yaitu berkaitan dengan kehalalannya. Meskipun masalah 
kehalalan ini telah diatur di dalam berbagai peraturan perundang-
undangan salah satunya dalam Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang  
Peternakan dan Kesehatan Hewan  bahwa dalam rangka menjamin 
ketenteraman batin masyarakat, pemotongan hewan harus 
memerhatikan kaidah agama dan unsur kepercayaan yang dianut 
masyarakat. Kurangnya pemahaman masyarakat serta 
pengawasan dari pemerintah membuat pelaksanaan peraturan 
tentang jaminan halal untuk pangan termasuk pangan asal hewan 
seperti daging masih belum terlaksana dengan baik. 
2. Upaya Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan 
(PKPK) Kota  Pareparedalam melindungi masyarakat sebagai 
konsumen dari peredaran daging ayam yang tidak layak belum 
maksimal, karena pengawasan terhadap ayam belum sesuai 
dengan apa yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 
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2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Pengawasan 
pada saat sebelum dan pada saat proses produksi masih lemah 
karena belum adanya Rumah Potong Hewan (RPU), namun 
dengan dilakukannya sidak oleh pihak Dinas Pertanian, Kehutanan, 
Perikanan dan Kelautan (PKPK) Kota Parepare di pasar tradisional 
dengan memeriksa daging ayam yang dijual dengan melakukan uji 
fisik (organoleptik) serta uji formalin untuk memastikan daging 
ayam yang dijual layak untuk dikonsumsi. Selain untuk memberikan 
rasa aman kepada masyarakat, upaya ini juga dilakukan untuk 
meminimalisasi atau untuk mengurangi kecurangan-kecurangan 
yang mungkin dilakukan oleh pedagang. 
B. Saran 
1. Pemerintah khususnya pemerintah daerah Kota Parepare harus 
mendirikan Rumah potong ayam agar penyembelihan hewan 
seperti unggas dapat dilakukan di satu tempat agar pengawasan 
mutunya lebih mudah termasuk pengawasan terhadap proses 
penyembelihannya berkaitan dengan kehalalan daging ayam yang 
dihasilkan. 
2. Pemerintah harus lebih aktif dalam mengawasi produk pangan 
termasuk produk pangan asal hewan seperti daging ayam untuk 
memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa daging yang 
beredar di pasar tradisional aman untuk dikonsumsi. 
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3. Pelaku usaha harus lebih terbuka kepada konsumen terhadap 
kualitas daging ayam yang dijual. 
4. Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan (PKPK) Kota  
Parepare , Kementerian Agama Kota Parepare, serta Yayasan 
Lembaga Konsumen (YLK) Sulawesi Selatan lebih aktif lagi dalam 
memberikan informasi dan pendidikan kepada masyarakat 
terutama mengenai produk pangan halal. 
5. Dinas Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan Kelautan (PKPK) Kota  
Parepare  lebih maksimal lagi dalam menjalankan fungsinya 
mengawasi peredaran ayam dan produk asal hewan untuk 
melindungi kesehatan masyarakat veteriner. 
6. Masyarakat sebagai konsumen harus lebih selektif dalam memilih 
bahan pangan serta lebih aktif dalam melindungi dirinya atau hak-
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